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Skripsi yang berjudul “Interpretasi Pedagang Tentang Zakat 
Perdagangan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Pasar Ampel Surabaya” 
merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab bagaimana interpretasi 
pedagang tentang kewajiban zakat perdagangan melalui lembaga pengelola zakat 
dan zakat pengurang pajak penghasilan di Pasar Ampel Surabaya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survei pendahuluan, 
wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada 
pedagang Pasar Ampel, Ta’mir Masjid Ampel, Kepala Bidang Administrasi dan 
Umum BAZNAS, serta Kepala Seksi Ekstensifikasi Pajak KPP Pratama 
Simokerto. 
Hasil penelitian mengenai interpretasi pedagang mengenai zakat 
perdagangan sebagai pengurang pajak penghasilan di Pasar Ampel Surabaya 
masih sangat kurang. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis yang 
mengategorikan interpreter dalam 4 tingkat, yakni: Tidak paham dengan adanya 
aturan tersebut; Meragukan adanya informasi mengenai aturan tersebut; Belum 
mengetehui mengenai adanya aturan tersebut; Paham dengan aturan tersebut 
namun berasumsi bahwa aturan tersebut merupakan cara pemerintah 
mempermainkan masyarakat dalam hal zakat dan pajak. Keterbatasan 
pengetahuan interpreter disebabkan karena dari pihak Direktorat Jenderal Pajak 
belum pernah melakukan sosialisasi secara khusus kepada pedagang mengenai 
aturan zakat perdagangan sebagai pengurang pajak. Selain itu, dari pihak amil 
zakat sendiri, yakni BAZNAS belum pernah mesosialisasikan diri dikalangan 
pedagang sedangkan di Masjid Ampel sampai saat ini masih belum terbentuk 
suatu lembaga pengelola zakat. 
Adapun saran dari peneliti diharapkan LAZ di Masjid Ampel Surabaya 
dapat terbentuk, selanjutnya sosialisasi mengenai zakat perdagangan dan peran 
penting lembaga pengelola zakat perlu dimaksimalkan dan digencarkan oleh 
lembaga pengelola zakat secara komprehensif. Perihal zakat sebagai pengurang 
pajak penghasilan, peneliti berharap dari pihak Direktorat Jenderal Pajak perlu 
ikut serta dan berperan aktif dalam mensosialisasikan mengenai hal tersebut agar 
perolehan pajak dapat ditingkatkan khususnya di pedagang Pasar Ampel 
Surabaya. 
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A. Latar Belakang 
Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup. Berdagang memang dianjurkan dalam 
Islam. Kegiatan berdagang ini telah dicontohkan oleh Rasul Saw. sejak usia 
12 tahun. Rasul berdagang bukan sekedar karena mayoritas pencaharian di 
Arab adalah pedagang namun karena kesadaran nabi tentang upaya 
kebangkitan atas keterpurukan yang bisa dicapai dengan jalur perdagangan 
atau perekonomian.1 
Masuknya Islam di Negara Indonesia salah satu caranya adalah melalui 
perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad-7 
sampai abad-16, perdagangan antara negeri-negeri bagian barat, tenggara dan 
timur benua Asia dan dimana perdagang-pedagang muslim (Arab, Persia, 
India) turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran 
islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan.2 
Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk 
berdagang, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak 
mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya seperti kebenaran, 
kejujuran, kebersihan, serta tidak larut dalam kesibukan berdagang sehingga 
                                                          
1 Choirul Huda, “Etos Kerja Pengusaha Muslim (Studi Kasus Pada Pengusaha Muslim Alumni 
UIN Walisongo Semarang”, Economica, Vol. 7, No. 2 (Oktober, 2016), 80. 
2 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), cet. 24, 201. 



































lupa untuk menunaikan kewajiban terhadap Allah yaitu zakat. Dalil 
diwajibkannya zakat perdagangan ada pada Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 
267: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan 
dari bumi untukmu....” (al-Baqarah:267) 
Allah telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang 
baik. Allah menyukai harta yang dihasilkan dari usaha yang baik untuk 
dibelanjakan pada jalan yang baik (kebaikan). Salah satu kegiatan usaha yang 
baik ini adalah perdagangan. Maka dari itu, wajib atas setiap pedagang untuk 
membuat laporan usaha dari semua barang dagangan yang dimiliki disetiap 
akhir tahun, dengan menaksir nilainya pada waktu itu (sesuai dengan mata 
uang yang berlaku), serta laba digabungkan dengan modal. Jika telah 
mencapai nis}ab, maka pedagang wajib mengeluarkan 2.5% dari nilai harta 
itu.3 
Di Indonesia, potensi zakat sangatlah besar. Hal ini tercermin dari 
Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2019 
yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan 
perhitungan komponen IPPZ, potensi zakat Rp. 233,8 Triliun (setara 1,72% 
dari PDB tahun 2017) yang dibagi dalam lima objek zakat, yakni pertanian 
(Rp. 19,79 triliun), peternakan (Rp. 9.51 triliun), uang (Rp. 58,76 triliun), 
perusahaan (Rp. 6,71 triliun), dan penghasilan (Rp. 139,07 triliun). Sedangkan 
                                                          
3 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3, (Depok, Gema Insani: 2011), 226. 



































dalam Outlook Zakat Indonesia 2019 dijelaskan, potensi zakat di Indonesia 
bisa mencapai Rp. 462 triliun (setara 3,4% PDB tahun 2017) bila diterapkan 
kebijakan zakat sebagai insentif pajak yang ideal (zakat pengurang pajak). 
Namun sayangnya penghimpunan zakat yang tergarap masih sangat kecil 
dibandingkan dengan potensi penghimpunan yang dirumuskan.4 Dalam 
merealisasikan potensi zakat tersebut diperlukan semangat juang tinggi serta 
kerja sama antar pemangku kepentingan khususnya instansi Lembaga Amil 
Zakat baik swasta maupun pemerintah agar potensi zakat dapat digarap 
optimal. 
Pada tahun 2011 pengelolaan zakat mengalami perkembangan. Di 
bawah UU No. 23/2011 pengelolaan tersentralisasi oleh pemerintah di bawah 
BAZNAS dan LAZ sebagai pihak yang membantu BAZNAS. Pengelolaan 
zakat di Indonesia sebelumnya diatur pada UU No. 38 tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat yang secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama 
No. 581 tahun 1999, serta Keputusan DirJen BiMas Islam dan Urusan Haji 
No.D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 5 
Pengelolaan penghimpunan dana yang dilakukan oleh BAZNAS dan 
LAZ saat ini difokuskan dalam penghimpunan zakat kontemporer, yakni zakat 
profesi sedangkan wajibnya zakat yang ada sejak zaman Nabi Saw. kurang 
begitu diperhatikan dalam pemungutannya padahal potensi zakat klasik ini 
memiliki potensi yang cukup besar, khususnya potensi zakat perdagangan. 
                                                          
4 Hudli Lazwardinur, 2019, “Seberapa Besar Potensi Zakat di Indonesia?”, dalam https://m-
republika-co-id.cdn.ampproject.org/seberapa-besar-potensi-zakat-di-indonesia, diakses pada 11 
November 2019. 
5 Sri Nurhayati et al, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 8. 



































Zakat perdagangan diwajibkan atas setiap muslim yang sudah 
memenuhi syarat dan rukun zakat. Dalam mengeluarkan zakat sudah 
seyogyanya harus dibayarkan melalui lembaga amil baik pemerintah maupun 
swasta sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah:103: 
“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan 
menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka….” (At-
Taubah:103) 
Keuntungan positif bila zakat dibayarkan ke lembaga pengelola zakat adalah; 
pertama untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, karena zakat 
bukan sekedar amal kedermawanan, namun suatu kewajiban yang bersifat 
otoritatif, kedua untuk menjaga perasaan rendah diri para penerima zakat 
(mustahiq) apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para 
wajib zakat (muzakki), ketiga untuk efisiensi dan efektifitas serta tepat 
sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada 
suatu tempat, keempat untuk memperlihatkan syiar Islam di tengah-tengah 
masyarakat.6 
Selain kewajiban zakat ma>l, pedagang muslim juga dibebankan dengan 
Pajak Penghasilan Final dimana pajak ini dimaksudkan untuk memberi 
kemudahan bagi wajib pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari 
usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, 
penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Ketentuan pengenaan 
                                                          
6 Misbahul Munir & A Djalaluddin, Ekonomi Qur’ani Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-
Qur’an (Seri Integrasi), (Malang: UIN-Maliki Press, 2014) cet. II, 121-122. 



































PPh ini dituangkan dalam PP No. 23 Tahun 2018 dan PMK Nomor 
99/PMK.03/2018. Ketentuan ini disebut dengan PPh bersifat final 0.5%. 7 
Di Indonesia keuntungan membayar zakat melalui lembaga pengelola 
zakat, bukti setor zakatnya bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena 
pajak, ini diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 pasal 14 ayat 3, dipertegas 
dengan PP No. 60 tahun 2010 dimana dalam perkembangannya 
disempurnakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 23 yang menyatakan 
bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dengan syarat zakat 
tersebut dibayarkan ke BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh 
pemerintah.8 Akan tetapi kebijakan tersebut belum dimanfaatkan secara 
maksimal oleh muzakki. 
Muzakki yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah yang bermata 
pencaharian sebagai pedagang. Pusat perdagangan yang cukup potensial di 
kota surabaya adalah Pasar Ampel Surabaya karena mayoritas pedagangnya 
beragama Islam selain itu lokasinya yang berada dalam Kawasan Makam 
Religi Sunan Ampel sehingga banyak dikunjungi peziarah lokal ataupun luar 
kota. 
Banyaknya peziarah di kawasan makam Sunan Ampel membuat 
pedagang ramai dikunjungi pelanggan. Dalam momen-momen tertentu, 
pedagang mengaku pendapatan mereka bisa mencapai dua kali lipat. Beragam 
jenis barang dijual di pasar tersebut. Jika dikelompokkan ada empat macam 
pedagang, yakni: toko pakaian (meliputi pakaian muslim dan peralatan salat), 
                                                          
7 Siti Resmi, Perpajakan Teori & Kasus, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 134. 
8 Sri Nurhayati et al, Akuntansi dan Manajemen Zakat…, hal. 286. 



































lapak kurma (meliputi kurma dan kismis), pusat aksesoris dan oleh-oleh khas 
ampel, serta toko kitab (beserta buku-buku islami). 
Dalam observasi singkat yang dilakukan oleh peneliti, terdapat sekitar 
100 pedagang yang memiliki toko, dan terdapat kurang lebih 80 pedagang 
yang berdagang dengan lapak. Dari wawancara yang dilakukan dengan 
beberapa pedagang, peneliti mendapat informasi bahwa pendapatan pedagang 
pasar yang memiliki bangunan (toko) rata-rata memperoleh omzet perhari 
sekitar Rp. 500.000 dan dalam momen tertentu seperti dibulan Ramadhan 
omzet mereka bisa meningkat dua kali lipat tergantung dengan kondisi 
pengunjung di makam Sunan Ampel. Sedangkan pedagang lapak, mengaku 
memperoleh omzet sekitar Rp.200.000/hari, juga bisa mencapai Rp. 
500.000/hari tergantung banyaknya rombongan peziarah yang mampir untuk 
membeli dagangan dilapaknya. Pengakuan dari para pedagang tersebut 
menunjukkan bahwa potensi zakat dagang di kawasan Pasar Ampel memiliki 
potensi yang cukup besar. Besar omzet pedagang lapak Rp. 200.000/hari 
dikalikan 365 hari maka dalam satu tahun omzet mereka terkumpul sebesar 
Rp 73.000.000, sedangkan besar omzet pedagang toko Rp. 500.000/hari 
dikalikan 365 hari terkumpul sebesar Rp. 182.500.000, perhitungan tersebut 
diasumsikan jika pedagang berjualan dalam satu tahun dengan omzet rata-rata 
200.000/hari atau 500.000/hari.  
Asumsi dari perhitungan omzet rata-rata dari pedagang dalam satu 
tahun tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam wajibnya mengeluarkan 
zakat perdagangan. Namun dari hasil observasi dan wawancara yang 



































dilakukan peneliti dengan pedagang hanya satu interpreter yang sudah 
memahami tentang zakat perdagangan, interpreter tersebut mengaku 
mengeluarkan zakatnya secara langsung tanpa melalui LAZ ataupun 
BAZNAS, karena tingkat kepercayaan mereka terhadap LAZ ataupun 
BAZNAS masih sangat lemah. Sedangkan untuk interpreter yang lain 
mengaku belum memahami tentang zakat perdagangan. Sedangkan mengenai 
zakat perdagangan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari delapan 
interpreter hanya satu interpreter yang memahami hal itu namun interpreter 
tersebut tidak membayarkan zakatnya melalui BAZ atau LAZ yang disahkan 
oleh pemerintah sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak 
penghasilan. 
Pemahaman yang disampaikan pedagang melalui kata-kata yang 
diucapkan tersebut adalah simbol dari pengalaman yang dilatar belakangi oleh 
beberapa faktor di kehidupan mereka, yakni faktor usia dan tingkat 
pendidikan yang mereka tempuh selama ini karenanya melahirkan suatu sudut 
pandang yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai pandangan (interpretasi) pedagang mengenai kewajiban 
zakat perdagangan melalui lembaga amil zakat dan zakat perdagangan sebagai 
pengurang pajak penghasilan. Untuk itu penulis bermaksud membahasnya 
dalam penelitian ini dengan judul Interpretasi Pedagang Tentang Zakat 
Perdagangan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Pasar Ampel Surabaya. 
 
 



































B. Identifikasi  Masalah dan Batasan Masalah  
Dari latar belakang tersebut, dapat diperoleh identifikasi masalah 
adalah sebagai berikut : 
1. Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan masih kurang 
2. Pedagang masih banyak yang belum mengetahui mengenai zakat sebagai 
pengurang pajak  
3. Adanya LAZ/BAZ belum diketahui oleh para pedagang 
4. Interpretasi pedagang mengenai zakat perdagangan melalui lembaga 
pengelola zakat  
5. Interpretasi pedagang mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan  
Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam 
mengindentifikasi masalah maka dalam penelitian ini akan dilakukan 
pembatasan masalah yaitu: 
1. Interpretasi pedagang terhadap kewajiban memenuhi zakat perdagangan 
melalui lembaga amil zakat  
2. Interpretasi pedagang mengenai zakat sebagai pengurang pajak 
penghasilan. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalah dan 
batasan masalah, maka yang menjadi pokok masalah di penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana interpretasi pedagang Pasar Ampel Surabaya tentang kewajiban 
menunaikan zakat perdagangan melalui lembaga pengelola zakat? 



































2. Bagaimana interpretasi pedagang tentang zakat pengurang pajak di Pasar 
Ampel Surabaya? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui interpretasi pedagang Pasar Ampel Surabaya tentang 
kewajiban menunaikan zakat perdagangan melalui lembaga pengelola zakat  
2. Untuk mengetahui interpretasi pedagang tentang zakat sebagai pengurang 
pajak di Pasar Ampel Surabaya. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, 
yakni; 
1. Manfaat Ilmiah 
Penelitian ini diharapkan mampu mengembangan kajian ilmu 
manajemen zakat dan wakaf, khususnya tentang instrumen zakat. Bagi 
peneliti, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah 
bertambahnya wawasan ilmu pengetahuan, baik secara metodologis 
maupun secara substansial.  
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para 
pengelola zakat baik instansi pemerintah, yakni Badan Amil Zakat 
Nasional maupun Lembaga Amil Zakat, dan kepada masyarakat umum di 



































wilayah Surabaya khususnya pedagang di Pasar Ampel Surabaya, serta 
Direktorat Jenderal Pajak, agar ke depannya dilakukan pembahasan yang 
lebih serius mengenai kebijakan zakat dan pajak ini. 
3. Manfaat Akademik 
Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah perwujudan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya 
program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam sebagai sumbangsih pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi ke depannya. 
 
F. Kajian Pustaka 
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat dagang dan 
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fixed effect atau 
random effect. 
individu tidak akan 
mengurangi 
penerimaan pajak, 
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742 orang (28.7%). 
Walaupun kajian ini 
seperti yang dijangka 
menunjukkan masih 
ramai orang Islam 
tidak membayar 
zakat pendapatan, 
namun tujuan asas 
kajian sebenarnya 






























bahwa kajian ini 
merupakan 
kualitatif. 























































Dari penelitian terdahulu yang dibahas adalah mengenai kesadaran 
dalam membayar zakat pendapatan, reorientasi zakat perniagaan, selain itu 
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membahas tentang prospek dan pemahaman zakat dagang di Pasar Desa 
Jungjang, serta zakat sebagai pengurang pajak di Malaysia. Terdapat 
perbedaan pembahasan yang signifikan dalam penelitian saat ini, yakni 
pembahasan penelitian ini mengenai interpretasi pedagang mengenai zakat 
perdagangan sebagai pengurang pajak penghasilan dengan subjek 
penelitiannya adalah pedagang Pasar Ampel Surabaya.   
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi zakat perdagangan 
di Pasar Ampel Surabaya serta pandangan pedagang terhadap zakat 
perdagangan melalui lembaga yang berwenang dan juga pandangan pedagang 
mengenai zakat pengurang pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan metode analisis dan interpretasi data yakni upaya 
peneliti untuk menemukan jawaban dari data yang mana data tersebut 
dikumpulkan untuk dihubungkan dengan teori yang relevan dengan masalah 
yang dihadapi serta memberikan pandangan kritis dari hasil analisis yang 
dilakukan. 
 
G. Definisi Operasional  
1. Interpretasi Pedagang Pasar Ampel Tentang Menunaikan Zakat 
Perdagangan Melalui Lembaga Pengelola Zakat 
Pedagang Pasar Ampel dijadikan sebagai interpreter mengenai 
menunaikan zakat perdagangan melalui lembaga pengelola zakat karena 
mayoritas pedagangnya adalah Muslim sehingga interpreter diasumsikan 
mampu menginterpretasikan mengenai menunaikan zakat perdagangan 



































melalui lembaga pengelola zakat secara mendalam dengan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yakni usia, ilmu pengetahuan dan lingkungan sosial.9  
2. Interpretasi Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Sebagai Pengurang 
Pajak Penghasilan 
Bagi para pedagang dikenakan Pajak Penghasilan Final. Ketentuan 
pengenaan PPh tersebut dituangkan dalam PP Nomor 23 tahun 2018 dan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018. Ketentuan ini 
disebut dengan PPh bersifat final 0.5%.10 Dengan adanya kebijakan ini 
pedagang Pasar Ampel sebagai interpreter diharap mampu memberikan 
kesan mendalam mengenai zakat perdagangan sebagai pengurang pajak 
penghasilan dengan dipengaruhi faktor usia, ilmu pengetahuan dan 
lingkungan sosial.11 
 
H. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang 
bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik 
realita sosial yang terjadi. Penelitian ini juga berupaya memandang apa yang 
terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temua yang diperoleh 
didalamnya dimana peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang 
                                                          
9 Mutiara Mutiah, et al, “Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” Jurnal Akuntansi Multi Paradigma No. 3 Vol. 2, Madura: 
Universitas Trunojoyo, 2011, hal. 420. 
10 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal 134. 
11 Mutiara Mutiah, et al, “Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut …”, hal. 419. 



































berlangsung dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah.12 
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigm 
interpretif memfokuskan pada pola pikir, etika dan perilaku manusia dianggap 
sebagai suatu tindakan yang melibatkan niat, kesadaran dan alasan tertentu 
yang tergantung pada makna dan interpretasi manusia dalam memahami dan 
memandang fenomena sosial.13  
1. Data yang dikumpulkan 
Dalam penyusunan penelitian ini data yang dikumpulkan adalah 
sebagai berikut; 
a. Data primer: seluruh data wawancara yang diperoleh dari pedagang 
Pasar Ampel Surabaya, Ta’mir Masjid Ampel, dan Fiskus KPP Pratama 
Simokerto. 
b. Data sekunder: data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel atau 
berita, atau data yang diperoleh dari sumber kedua, yakni data mengenai 
teori interpretasi, zakat perdagangan, pajak penghasilan, zakat 
pengurang pajak, dan sejarah Pasar Ampel serta kondisi Pasar Ampel 
Surabaya. 
2. Sumber data 
a. Sumber data primer, yakni sumber pertama yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan Pedagang Pasar Ampel. 
                                                          
12 Bungin B, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam 
Komtemporer,  (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hal. 44. 
13 Bungin B, Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan 
Model Aplikasi, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hal. 46. 



































b. Sumber data sekunder, yakni sumber yang didapat dari pihak kedua 
sebagai pendukung penelitian ini yakni wawancara secara langsung 
dengan salah satu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Surabaya dan amil 
zakat. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.14 
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah 
peneliti sendiri (human instrument) untuk mencari data dengan berinteraksi 
secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti.15 Maka dari itu, 
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Survei Pendahuluan 
Merupakan langkah awal untuk memperoleh kepastian mengenai 
akses penelitian yang mungkin didapatkan pada lokasi penelitian.  Pada 
tahap ini bertujuan untuk menemukan informan, gambaran umum dan 
kondisi Pasar Ampel, serta melihat sepintas mengenai respon pedagang 
mengenai penelitian ini. 
b. Wawancara  
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 
makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka 
                                                          
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2016), 
hal 224. 
15 M Djunaidy Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2017), hal. 163. 



































peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 
partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, 
dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.16 Teknik 
wawancara yang digunakan peneliti berupa teknik wawancara semi-
terstruktur (in-depth interview), yakni pewawancara atau peneliti 
menyusun rencana wawancara, namun tidak menggunakan format dan 
urutan yang baku.17 Tujuan menggunakan teknik wawancara jenis ini 
adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dimana pihak 
yang diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Untuk itu, peneliti 
melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) secara langsung 
kepada beberapa pedagang Pasar Ampel juga ta’mir Masjid Ampel 
untuk mengetahui interpretasi mereka mengenai zakat perdagangan 
sebagai pengurang pajak penghasilan. 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 
dengan membaca dokumen di instansi atau lembaga.18 Dalam penelitian 
ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan-
laporan dan dokumen-dokumen terkait sejarah berdirinya Pasar Ampel 
Surabaya serta mengenai karakteristik pedagang yang ada di Pasar 
Ampel Surabaya. 
                                                          
16 Ibid., hal.231-232. 
17 Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2014), hal. 372. 
18 Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan statistika, (Surabaya: 
Airlangga University Press, 2017), hal. 57. 



































4. Teknik Pengolahan Data 
Teknik pengolahan data merupakan kegiatan lanjutan setelah 
pengumpulan data dilaksanakan.19 Setelah data terkumpul, perlu adanya 
pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Organizing, yakni suatu proses dalam pengolahan data yang 
dipakaiuntuk mengatur data yang telah didapatkan lalu diperiksa dengan 
cermat sehingga akan diperoleh susunan beberapa bahan yang kemudian 
akan digunakan untuk merumuskan masalah dari penelitian. 
b. Editing, yakni proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, 
keterbacaan, konsistensi, dan kelemgkapan data yang sudah terkumpul. 
c. Analyzing, yakni penelaahan data-data yang ada, kemudidan hasilnya 
dicatat dan dikualifikasikan menurut metode analisis yang sudah 
direncanakan untuk dijadikan acuan pada tahap kesimpulan. 
5. Triangulasi Data 
Triangulasi data pada hakikatnya merupakan pendekatan 
multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan 
menganalisis data. Ide dasarnya adalah fenomena yang diteliti dapat 
dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran yang handal. Karena 
itu, triangulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data atau informasi 
yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan 
cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat 
                                                          
19 M Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan 
Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, 
(Jakarta: Kencana, 2013), hal. 182. 



































pengumpulan dan analisis data. 20 Dalam penggolongannya triangulasi 
dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya triangulasi sumber data, 
triangulasi peneliti, triangulasi teori dan triangulasi metode.21 
Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan menggunakan 
triangulasi teori dan triangulasi metode. Triangulasi teori dilakukan dengan 
rumusan informasi yakni interpretasi pedagang mengenai zakat 
perdagangan melalui lembaga pengelola yang selanjutya dibandingkan 
dengan perspektif teori yang relevan. Sedangkan triangulasi metode 
dilakukan dengan wawancara dan observasi di pedagang mengenai zakat 
perdagangan sebagai pengurang pajak penghasilan untuk mengecek 
kebenaran dari informasi yang didapat peneliti juga mewawancari pihak 
yang bersangkutan dalam hal pengelola pajak yakni fiskus KPP Pratama 
Simokerto, dan pihak pengelola zakat yakni amil, BAZNAS dan Ta’mir 
Masjid Ampel. 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan cara berfikir, yakni proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 
dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 
                                                          
20 Mudjia Rahardjo, 2010, “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif”, dalam http://repository.uin-
malang.ac.id//1133/ pada 20 Maret 2020. 
21 Bahtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian 
Kualitatif”, Universitas Negeri Surabaya, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1, April 
2016, 46-62. 



































membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 
orang lain.22 Dalam penelitian ini, proses analisis data dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data 
wawancara dengan berbagai informan (seperti Ta’mir Masjid Ampel, dan 
beberapa pedagang Pasar Ampel Surabaya), pengamatan yang sudah 
dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen mengenai 
sejarah Pasar Ampel maupun karakteristik pedagang, serta peraturan 
terkait dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan 
merupakan data dalam bentuk narasi, ucapan selanjutnya dianalisa untuk 
dijadikan bukti-bukti guna mendukung kebenaran dalam pengungkapan 
suatu pandangan mengenai alasan interpresati obyek terhadap fenomena.  
 
I . Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima 
bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan. 
Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.  
Bab II Tinjauan Pustaka meliputi beberapa sub, diantaranya adalah 
tinjauan penelitian terdahulu dan beberapa teori-teori dasar. Teori teori dasar 
yang akan dibahas lebih lanjut adalah, pengertian interpretasi pedagang, 
pengertian zakat perdagangan, syarat kewajiban zakat perdagangan, 
                                                          
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…, hal. 244. 



































perhitungan zakat perdagangan, pajak penghasilan, landasan hukum pajak 
penghasilan, konsep dan perhitungan zakat pengurang pajak.  
Bab III Gambaran umum, pada bab ini peneliti memberikan gambaran 
tentang objek penelitian yakni tentang Pasar Ampel Surabaya, meliputi 
sejarah berdirinya dan objek penelitian yakni pedagang. 
Bab IV Analisis, pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil 
wawancara dengan berbagai pihak yang terkait interpretasi pedagang tentang 
zakat perdagangan dan interpretasi pedagang terhadap zakat sebagai 
pengurang pajak penghasilan di Pasar Ampel Surabaya. Dari pemaparan 
tersebut peneliti akan menganalisis interpretasi pedagang tentang zakat 
perdagangan dan interpretasi pedagang terhadap zakat perdagangan sebagai 
pengurang pajak penghasilan di Pasar Ampel Surabaya. 
Bab V Penutup terdiri dari dua sub diantaranya adalah kesimpulan dan 
saran. Kesimpulan dari pembahasan dan analisis, serta saran yakni memberi 














































A. Teori Interpretasi 
1. Definisi Interpretasi 
Interpretasi merupakan suatu proses untuk menyederhanakan ide-
ide atau issu-issu yang rumit kemudian membaginya dengan masyarakat 
awam/umum. Suatu interpretasi dapat dikatakan baik jika interpretasi 
tersebut dapat membangun hubungan antara audiens dengan obyek 
interpretasi. Apabila interpretasi dilakukan secara efektif maka interpretasi 
dapat digunakan untuk meyakinkan orang lain, dan dapat mendorong orang 
lain untuk merubah cara berpikir dan bertingkah laku.23 
Menurut Mudji interpretasi adalah suatu deskripsi dan ungkapan 
yang mencoba untuk mengerti tentang sebuah data atau peristiwa melalui 
pemikiran yang lebih mendalam.24 Selain itu, interpretasi dapat dikatakan 
sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan informasi menarik dan 
akurat untuk mengungkapkan pemahaman dan pengertian tentang arti dan 
hubungan antara pihak yang menafsirkan (interpreter) dengan suatu 
peristiwa. Berikut ini adalah jenis-jenis interpretasi:25 
                                                          
23 Agasti Mukaromah, “Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak 
Usaha Mikro”, dalam http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/21682, (Skripsi—Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012), 6. 
24 Ibid. 
25 Widji Utami Wahyudi, et al., “Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib 
Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Samarinda”, Jurnal Ilmu Akuntansi 
Mulawarman, No. 4, Vol. 3, (2018), 4. 



































a. Interpretasi tidak langsung, umumnya dalam bentuk pusat informasi, 
film, program slide terpadu, rambu-rambu petunjuk serta papan 
informasi. 
b. Interpretasi langsung, kegiatan yang secara langsung dilakukan oleh 
interpreter yang berinteraksi secara langsung dengan pengunjung. 
2. Merencanakan interpretasi 
Berikut ini beberapa langkah penting untuk membuat interpretasi 
yang baik, yakni: 26 
a. Menentukan obyek atau ide apa yang akan dipresentasikan. Obyek atau 
ide tersebut sebaiknya ide yang sederhana. Selain itu harus ditemukan 
pula tujuan dari penyampaian interpretasi tersebut. Misalnya anda ingin 
menginterpretasikan mengenai “keharusan zakat perdagangan melalui 
lembaga pengelola zakat”, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah agar 
pedagang memahami makna zakat perdagangan dan peran lembaga 
pengelola zakat dalam menghimpun dan mendaya gunakan dana zakat. 
Obyek dan tujuan tersebut sederhana, namun dapat menjadi satu bagian 
dari tujuan yang lebih besar. 
b. Mengidentifikasi target sasaran (kelompok masyarakat) yang dituju dan 
memikirkan bagaimana anda akan menyampaikan interpretasi anda pada 
kelompok sasaran tersebut. Cobalah untuk menggabungkan berbagai 
cara agar dapat mencapai tujuan yang anda harapkan. 
                                                          
26 Widji Utami Wahyudi, et al., “Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib 
Pajak…, 4. 



































Dalam interpretasi, pemahaman dan pemaknaan untuk penafsiran 
tidak diarahkan pada suatu proses yang hanya menyentuh permukaan saja 
namun ditekankan untuk mampu menembus ke dalam makna yang 
terkandung di dalam peristiwa. Untuk itu interpreter diharuskan memiliki 
wawasan yang luas dan mendalam mengenai objek dan peristiwa yang 
sedang dibahas. Selain itu, berhasil tidaknya interpreter untuk mencapai 
taraf interperasi yang optimal bergantung pada kecermatan dan ketajaman 
interpreter dalam memandang peristiwa tersebut. 
Menurut Mudji dalam konsep penafsiran diharapkan interpreter 
tidak hanya mampu menjelaskan secara klausul dalam pemahamannya 
namun lebih dalam membawa diri pada suatu pengalaman hidup serta 
memasukkan unsur-unsur emosional dan visional manusia secara 
menyeluruh untuk membentuk kerangka tindakan komunikatif yang 
akhirnya mencapai permukaan yang bersinergi dan timbal balik. Selain itu, 
faktor usia, ilmu pengetahuan, dan pergerakan atau lingkungan sosial 
sampai pada idealisme merupakan hal-hal yang sangat mempengaruhi 
seorang interpreter dalam menginterpretasi sebuah fenomena. 
 
B. Teori Pedagang dalam Islam 
Perdagangan merupakan salah satu aktivitas dalam perekonomian guna 
memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam perdagangan juga terdapat 
interaksi antar pihak, yakni antara penjual dan pembeli. Hubungan antara 
penjual maupun pembeli sama-sama mendapatkan manfaat. Penjual dapat 



































memperoleh keuntungan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan dan investasi. Sedangkan, pembeli dapat memperoleh manfaat 
yang lebih besar daripada uang yang dikeluarkannya.27 
Prinsip ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mengembangkan 
kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang 
terdapat dalam Qur’an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan 
moral secara langsung. Untuk mencapai falah, aktivitas ekonomi harus 
mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan 
dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, sedangan 
yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.28 
Secara tegas Yusuf Qardhawi dalam bukunya Norma dan Etika 
Ekonomi Islam telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam 
perdagangan. Diantara norma-norma atau nilai-nilai syariah tersebut adalah:29 
1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. 
Perilaku yang dimaksuda dalam nilai ini adalah larangan untuk 
mengedarkan barang-baarang haram, baik dengan cara membeli, menjual, 
memindahkan, atau dengan cara apapun untuk memudahkan peredarannya. 
2. Bersikap benar, amanah dan jujur 
Benar merupakan ruh keimanan. Sikap benar merupakan ciri orang 
mukmin, bahkan ciri sikap atau perilaku para nabi. Sebaliknya dusta 
                                                          
27Achmat Subekan, tanpa tahun, Mengenal Etika Dagang Syariah, dalam 
http://bppk.kemenkeu.co.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21129-mengenal-
etika-dagang-syariah, diakses pada 08 Oktober 2019. 
28 Wazin, Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi 
Tentang Perilaku Pedagang Di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten), Jurnal Sosial 
Keagamaan, No. 1, Vol 1, (Januari-Juni, 2014), hal. 5. 
29 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 173. 



































merupakan ciri dari sikap munafik. Amanah merupakan sikap 
mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu 
melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga 
maupun upah. Selain benar dan amanah, seorang pedagang harus berlaku 
jujur dengan dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebahagiaan 
dan kebaikan dari barang yang dijual. Perilaku jujur yang dapat dilakukan 
dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang 
tidak terlihat dari pembeli. 
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga 
Perilaku dari nilai ini adalah dengan tidak melakukan bay’i gharar  
(jual beli yang mengandung unsur ketidak jelasan), tidak bertransaksi 
dengan hal-hal yang mengandung riba, tidak menimbun barang dengan 
tujuan mempermainkan harga, berdegera dalam melunasi hutang jika sudah 
jatuh tempo, melakukan pencatatan terhadap transaksi usaha, dan 
membayar gaji karyawan tepat waktu. 
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli 
Kasih sayang merupakan lambang dari risalah Nabi Muhammad 
Saw. Islam menegakkannya di bawah naungan norma pasar. Seyogyanya 
sikap kemanusiaan bagi yang besar menyayangi yang kecil, yang kuat 
membantu dan melindungi yang lemah, yang pintar mengajari yang bodoh, 
serta manusia menentang kezaliman. Karena itulah, Islam mengharamkan 
monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. 
Monopoli adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga 



































harganya naik. Diatara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah 
tidak menggusur pedagang lain, tidak monopoli, serta tidak menjelek-
jelekkan atau merendah-rendahkan bisnis orang lain. 
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan 
Salah satu sikap terpuji adalah sikap toleran dan menjauhkan diri 
dari sikap eksploitasi. Tindakan eksploitasi sering mewarnai dunia 
perdagangan, terutama perdagangan yang berada di bawah naungan 
kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang 
lain demi terpeliharanya persaudaraan. Islam mengajarkan kepada para 
pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan 
pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan. 
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat 
Poin pada nilai ini tidak boleh dilupakan karena meskipun seorang 
muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar dari perdagangan dan 
transaksi mereka harus tetap ingat pada Tuhannya, Allah SWT. Mengingat 
Allah berarti mengingat perintah dan larangan-Nya, terutama salat yang 
merupakan hubungan abadi antara manusia dengan penciptanya. Perilaku 
yang menunjukkan dari nilai ini adalah tidak bertransaksi ketika 
berlangsung salat jum’at, tidak meninggalkan salat tepatnya tidak lalai 
dalam beribadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam 
berdagang, mengukur waktu berdagang serta puas dengan keuntungan yang 
diperoleh, menghindari subhat, serta tidak lupa untuk membayar zakat. 
 



































C. Teori Zakat Perdagangan 
1. Pengertian Zakat Perdagangan 
Agama Islam memberikan kebebasan untuk mencari rezeki, asal 
jalan yang ditempuh halal. Salah satu jalan usaha untuk mencari rezeki 
adalah berdagang. Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad 
tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya 
harus merupakan usahanya sendiri. Jika harta yang dimilikinya merupakan 
harta warisan maka ulama madzhab secara sepakat tidak menamakannya 
harta dagangan.30 Ciri harta perdagangan adalah kemampuannya 
berkembang terus-menerus. Imam an-Nawawi dalam kitabnya Raud}at at}-
T}a>libi>n mengatakan bahwa mayoritas ulama empat madzhab mengatakan 
bahwa harta perdagangan (perniagaan) wajib dikeluarkan zakatnya. Para 
ulama’, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Mundzir, dan ulama lainnya sepakat 
mewajibkan zakat perdagangan.31 Allah SWT, berfirman; 
 
....ْمُت ْ ب أسأك اأم ِتأب ِيأط ْنِم اْوُقِفْنأا آْو ُنأمأ أنْيِذَّلاا أهُّ يأأيَ 
 
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah), sebagian 
hasil usahamu yang baik-baik.....” (Q.S. al-Baqarah:267) 
 
Menurut Mujahid, asbabun nuzul ayat di atas berhubungan dengan 
perintah zakat harta perdagangan. Kewajiban ini diperkuat oleh beberapa 
riwayat hadis dari para sahabat. Samrah bin Jundub meriwayatkan: 32 
                                                          
30 Muhammad Jawal Mughniyah, Fiqih lima madzhab, terj. Al-Fiqh ‘ala al’Madzhahib al-
Khamsah, penj.Masykur A.B, et al., cet. I, (Jakarta: Lentera, 1996), 187. 
31 Masrur Huda, Syubhat Seputar Zakat, (Solo: Tinta Medina,2012), cet. I, 143. 
32 Ismail Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf, (Jakarta, VIV Press, 2013), hal. 119 




































 أدَّصلا أِجرُْنُ ْنأأ أنَُرُم ْ أيَ أناأك أمَّلأسأو ِهْيألأع ُالله ىَّلأص ِالله ُلْوُسأر َّنِإأف أنِم ُُ أقَ  وادوبأ هاور( ِعْيأ بِْلل ُّدُِعن ىِذَّلا )د  
“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah menyuruh kita semua untuk 
mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita 
persiapkan untuk diperdagangkan”. (H.R. Abu Dawud). 
 
Dalam hadis tersebut terdapat kalimat perintah untuk bersedekah. 
Kalimat perintah menunjukkan wajib dilaksanakan dan zakat itu hukumnya 
wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah.33  
Dari Abu Amr bin Hammas bahwa bapaknya (Hammas) berkata, 
“Aku pernah memanggul beberapa kulit hewan, lalu aku bertemu dengan 
Umar bin Khattab dan ia bertanya kepadaku. ‘Wahai Hammas, apakah 
engkau telah mengeluarkan zakat dari hartamu itu?’ Aku menjawab, 
‘Wahai Amirul Mukminin, aku tidak memiliki harta, kecuali kulit yang aku 
samak yang sedang aku panggul ini’. Lalu, Umar berkata lagi, ‘Itulah 
hartamu, letakkanlah di sini’. Lalu, aku meletakkan kulit-kulit tersebut 
dihadapan beliau,  kemudian beliau menghitungnya dan ternyata harta 
tersebut sudah wajib dizakati, lalu Umar mengeluarkan zakat dari hartaku 
itu”.34 
 
Perintah Nabi Saw yang bersifat umum mengeluarkan zakat :  
)يذمرتلا هاور( ْمُكِلاَوْمأ َةاَكَز اْوَُّدأ 
 
“Bayarkanlah zakat harta kekayaan kamu.” (H.R. Turmudzi) 
 
Harta kekayaan hasil dagang termasuk dalam pengertian di atas 
karena hasil (laba) dari kegiatan perdagangan merupakan kekayaan bagi 
yang memiliki. Hadis di bawah ini perlu dipahami dengan baik, Sabda 
Rasulullah, yang artinya:35 
 
“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan nanti pada hari 
kiamat (dari kubur mereka) sebagai orang-orang yang bergelimang 
                                                          
33 Ali Hasan, Zakat dan Infak, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 48. 
34 Ismail Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf…, 114. 
35 Ali Hasan, Zakat dan Infak…, 49. 



































maksiat kecuali orang yang bertakwa, baik dan jujur” (H.R. Turmudzi, 
Ibnu Majjah, Ibnu Hibban dan Hakim). 
 
Selain modal material, modal yang sangat penting bagi pedagang 
adalah modal moral, yakni takwa, baik, dan jujur. Hal ini menunjukkan 
bahwa petunjuk agama Islam harus dijalankan dalam usaha dagang. Alasan 
lain wajibnya zakat perdagangan adalah karena zakat merupakan pemberian 
dan pemilikan juga harta atas orang yang berhak menerimanya.36 
2. Syarat Wajib Zakat Perdagangan 
Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan, yakni:  
a. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. 
Pemilik barang dagangan harus niat berdagang ketika 
membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya 
harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.37 
b. Mencapai nisab  
Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisab zakat perdagangan adalah 
sama dengan nisab dari emas dan perak, yakni setara dengan 85gram 
emas.38 Harga emas tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku 
disetiap daerah. 
Madzhab Maliki berpendapat bahwa apabila seorang pedagang 
merupakan seorang mudir, yakni orang yang menjual dan membeli tanpa 
menunggu waktu dan tidak terikat dengan haul, misalnya pedagang yang 
                                                          
36 Ismail Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf…, 84. 
37 Wahbah Az-zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2008), terj. Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh, cet. VII, hal. 166. 
38 Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 
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berjualan di pasar. Orang seperti ini, pada setiap bulan dalam setahun, 
harus melihat uang yang dimiliki dan menghitung barang-barangnya 
untuk digabungkan dengan uang yang ada. Ketika barang-barangnya 
telah mencapai nisab, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan 
catatan, dia telah melunasi semua utangnya—kalau dia memiliki 
utang.39 
Adapun muhtakir, atau selain mudir, ialah pedagang yang hanya 
menjual barang dagangannya ketika harganya sedang naik atau mahal. 
Pedagang seperti ini tidak wajib mengeluarkan zakat sebelum barang 
dagangannya dijual. Jika dia menjualnya setelah lewat satu atau 
beberapa haul, dia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak harga untuk 
satu tahun.40 
c. Haul 
Haul adalah kepemilikan satu tahun penuh. Dalam kitab Asy-
Syarh Ash-Shagir dijelaskan:  
“Hitunglah barang-barang daganganmu setiap tahun dari setiap 
jenis yang diperdagangkan karena pada umumnya pada saat itu 
telah ada nilai yang sesuai dengan kegiatan jual beli yang 
dilakukan”.41 
Dalam kifayatul akhyar disebutan bahwa pendapat yang paling 
bisa diterima—shahih—adalah pendapat Imam Syafi’i. Imam Syafi’i 
                                                          
39 Wahbah Az-zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab…, hal. 165. 
40 Ibid. 
41 Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat…, hal. 24 



































mengatakan bahwa penaksiran haul dilakukan pada akhir tahun karena 
yang berhubungan dengan wajibnya zakat adalah harga barang, bukan 
keadaan barang. Adapun untuk menaksir harga barang setiap waktu 
sangat menyulitkan karena seseorang harus pergi ke pasar untuk 
pengawasan harga barang. Oleh karena itu, barang tersebut ditaksir di 
akhir tahun.42 
3. Perhitungan Zakat Perdagangan 
Menurut jumhur ulama’, cara perhitungan zakat yang dikeluarkan 
dari barang dagangan adalah berdasarkan pada harganya; bukan barang 
dagangannya karena nisab harta perdagangan diukur dengan harganya. Oleh 
sebab itu, zakatnya mesti dikeluarkan dari harganya, seperti halnya harta-
harta yang lain. 43 
Ketika seorang mulai berdagang, Ia memiliki modal usaha yang 
digunakan untuk membuka usahanya, baik jumlahnya besar maupun kecil. 
Demikian juga ketika masa satu tahun tiba, boleh jadi Ia memperoleh laba 
dari perdagangan barangnya. Perkembangan laba usaha yang meningkat 
dan berkembang dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun dapat dihitung 
menurut nisabnya dalam satu tahun. Setelah usaha yang dijalankan 
berkembang maka seseorang memiliki dua hal, yakni modal usaha dan laba 
usaha.44 
                                                          
42 Wahbah Az-zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab…, hal. 151. 
43 Ibid., 173. 
44 Masrur Huda, Syubhat Seputar Zakat…,153-154. 



































Para fuqaha sepakat bahwa dalam haul, laba perdagangan boleh 
digabungkan dengan modalnya. Dalam qaul sahihnya Madzhab Syafi’i 
berpendapat bahwa laba, keuntungan dan hasil perdagangan sama halnya 
dengan buah, dahan, dan daun pepohonan atau sama halnya dengan kulit, 
bulu, dan rambut binatang. Laba perdagangan dan yang lainnya itu 
merupakan harta yang boleh digabungkan dengan modal. Haul-nya sama 
dengan haul modal meskipun modal modalnya kurang dari nisab, sebab laba 
dan semacamnya, haul-nya mengikuti asal, sama halnya dengan keturunan 
binatang ternak yang digembalakan.45 
Menurut Madzhab Hanafi mengenai harta selain perdagangan 
(seperti harta warisan, dan hibah) boleh digabungkan dengan modal, 
dengan catatan, harta tersebut bisa mencapai nisab pada awal haul, yakni 
pada waktu terlaksananya sebab pewajiban zakat. Juga, pada pertengahan 
haul, dari nisab yang mencapai haul itu terdapat sisa. Maksudnya ialah agar 
harta selain perdagangan itu bisa digabungan dengan modal perdagangan. 
Penggabungan tersebut dilakukan pada akhir haul dengan ukuran nisab. 
Ketika masa haul telah sempurna, semuanya (harta) harus dizakati karena 
harta selain perdagangan merupakan bagian dari harta perdagangan yang 
asli, dan mengikutinya. Alasannya karena ia menjadi tambahan untuk harta 
perdagangan yang asli sebab harta asal menjadi bertambah dan banyak 
karenanya.46 
                                                          
45 Wahbah Az-zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab…,, 174. 
46 Ibid. 



































Berbeda dengan Hanafi, Madzhab Maliki berpendapat bahwa harta 
selain perdagangan tidak boleh digabungkan dengan modal walaupun telah 
mencapai nisab. Harta selain perdagangan tersebut harus memulai masa 
haul yang baru, dihitung sejak hari pemilikan. Sependapat dengan Maliki, 
Madzhab Hambali dan Syafi’i berpendapat bahwa harta selain 
perdagangan, haul-nya tidak boleh digabungkan dengan harta perdagangan, 
karena harta selain perdagangan memiliki haul-nya tersendiri, terhitung 
sejak hari kepemilikannya.47 
Dari pendapat para Ulama’ tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 
dua bagian, yakni:48 
a. Semua ulama madzhab sepakat bahwa barang perdagangan boleh 
digabungakan antara laba dan modal usaha. 
b. Mereka berbeda pendapat dalam hal apakah barang selain perdagangan 
boleh digabungkan dengan barang perdagangan. Menurut pendapat yang 
paling popular dikalangan ulama’ selain Imam Hanafi sepakat bahwa 
barang perdagangan tidak boleh digabungkan dengan barang selain 
barang perdagangan karena adanya perbedaan jenis haulnya. 
Dalam mengeluarkan zakat perdagangan menurut madzhab Maliki, 
pedagang bisa merupakan seorang muhtakir, mudir, atau muhtakir 
sekaligus mudir. Menurut Imam Maliki muhtakir tidak wajib mengeluarkan 
zakatnya sampai dia menjualnya. Dengan demikian jika dia menjualnya 
setelah lewat satahun atau beberapa tahun, maka dia harus menzakati 
                                                          
47 Wahbah Az-zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab…, 175. 
48 Masrur Huda, Syubhat Seputar Zakat…,155. 



































harganya untuk satu tahun. Jika hartanya masih tersisa, sisanya 
digabungkan dengan barang-barang dagangan yang ada. Dalam madzhab 
Maliki, awal haul dihitung sejak hari dimilikinya harta asal atau kalau harta 
asalnya telah dizakati, dihitung sejak hari pengeluaran zakatnya. Adapun 
muhtakir yang barang dagangannya diutang oleh orang lain, jika barang-
barang yang diutang tersebut telah kembali ke tangannya wajib 
mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun.49 
Sedangkan bagi seorang mudir harus menghitung barang-barang 
dagangan yang dimiliki olehnya, kendatipun barang-barangnya tidak laku. 
Kemudian, dia menggabungkan barang-barang dagangannya dengan nuqud 
yang dimiliki. Setelah itu semuanya dizakati. Jika barang-barang dagangan 
mudir yang diutangkan, digabungkan dengan harta asal. Semua harta 
tersebut harus dizakati. Dengan catatan, barang-barang dagangan tersebut 
bisa dibayar seketika atau bisa diharapkan pembayarannya oleh orang yang 
berutang kepadanya. Apabila barang-barang yang diutang tersebut berupa 
barang-barang yang diperdagangkan atau utang yang ditangguhkan, namun 
bisa diharapkan pembayarannya, maka ia dihitung dan hartanya 
digabungkan dengan harta asal (modal). Semuanya mesti dizakati. Kecuali 
bejana-bejana tempat penyimpanan barang-barang dagangan dan peralatan-
peralatan kerja tidak perlu dihitung oleh seorang mudir.50 
Apabila seorang pedagang menjadi seorang muhtakir dan menjadi 
seorang mudir, sedangkan jumlah keduanya sama atau barang dagangan 
                                                          
49 Wahbah Az-zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab…, 177. 
50 Ibid., 178. 



































idarah (barang dagangan yang dimiliki ketika pedagang berstatus sebagai 
mudir) lebih sedikit dari barang dagangan ihtikar (barang dagangan yang 
dimiliki ketika pedagang berstatus sebagai muhtakir), maka dia 
menghukumi harta ihtikar sebagai harta ihtikar, yakni dia mengeluarkan 
zakatnya –setelah harta tersebut berada ditangannya— untuk setahun. 
Sedangkan harta idarah tetap dihukumi harta idarah, yakni dihitung 
hartanya setiap tahun. Sebaliknya, jika harta idarah lebih besar dari harta 
ihtikar, semuanya dipandang sebagai harta idarah, sedangkan hukum 
ihtikarnya batal. Maksudnya bahwa harta tersebut harus dihitung pada 
setiap tahun.51 
Dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 pasal 12 mengenai Zakat 
Perniagaan (Perdagangan) menyampaikan bahwa harta dagangan yang 
dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban 
jangka pendek yang harus dibayar pada saat haul, selisih tersebut jika 
mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2.5%.52 Aktiva 
lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu 
dekat, biasanya satu tahun. seperti kas, piutang, investasi jangka pendek, 
persediaan.53 Sedangkan kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban 
yang diharapkan akan dilunasi dalam satu tahun.54 
 
                                                          
51 Wahbah Az-zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab…,, 178. 
52 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 pasal 12. 
53 Shazam Billy Putra, 2017, “Apa yang dimaksud dengan aktiva lancar”, dalam 
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-aktiva -lancar/14141 pada 20 Maret 2020. 
54 Desi Nurmalasari, 2017, “Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang”, dalam 
https://www.slideshare.net/mobile/DesiNurmalasari1 pada 20 Maret 2020. 



































4. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat 
Pelaksanaan zakat melalui amil terdapat pada firman Allah dalam 
at-Taubah:103, yang artinya: 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah 
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman 
jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha 
Mengetahui.” 
 
Dalam surah tersebut menerangkan bahwa zakat diambil (dijemput) dari 
orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian 
diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang 
mengambil serta yang memberikannya kepada yang berhak menerima zakat 
tersebut adalah para petugas (amil).55 
Sebelum dijelaskan mengenai urgensi dari adanya lembaga 
pengelola zakat, Berikut ini peneliti memaparkan pendapat dari berbagai 
madzhab mengenai pembayaran zakat yang dilakukan oleh pemiliknya 
sendiri, pendapat tersebut antara lain;56 
a. Madzhab Maliki menyampaikan bahwa jika amil zakat adalah seorang 
yang adil, zakat wajib diberikan kepadanya. Namun jika amil tidak adil 
dan orang yang hendak mengeluarkan zakat tidak lepas darinya, 
sebagian zakatnya boleh dibayarkan kepadanya. Dan jika dia dapat 
melepaskan diri darinya, pemilik harta kekayaan itu dapat membagikan 
sendiri zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Lebih disukai 
                                                          
55 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Depok: Gema Insani, cet. Kelima, 
2007), 125-127. 
56 Wahbah Az-zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab…, hal. 312. 



































lagi jika pembagiannya tidak dia tangani sendiri karena dikhawatirkan 
dirinya akan meminta pujian dari apa yang dilakukannya. 
b. Syafi’i dalam qaul jadid-nya mengatakan bahwa bagi orang yang hendak 
membayar zakat boleh mengeluarkan sendiri harta kekayaannya yang 
kelihatan seperti halnya dia diperbolehkan untuk mengeluarkan sendiri 
hartanya yang tidak tampak. 
c. Madzhab Hambali berpendapat bahwa orang-orang dianjurkan untuk 
melakukan sendiri pembagian hartanya agar dia betul-betul yakin bahwa 
zakatnya telah sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 
d. Ahmad mengatakan bahwa beliau lebih menyukai bila pemilik hartanya 
sendiri yang mengeluarkan zakatnya. Namun jika dia ingin 
membayarkannya melalui penguasa saat itu boleh saja. 
Namun bagaimanapun amil zakat juga memiliki hak untuk 
mengambil zakat sesuai dengan firman Allah dalam Surah at-Taubah:103, 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka…”. Abu Bakar meminta zakat 
kepada bangsa Arab saat itu yang enggan mengeluaran zakat sepeninggal 
Rasulullah Saw. jika misalnya mereka telah menunaikan zakatnya kepada 
orang yang berhak menerima, sudah pasti Abu Bakar tidak akan 
memeranginya.57 
Rasulullah Saw. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku 
As’ad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani 
Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi thalib ke yaman untuk menjadi 
                                                          
57 Wahbah Az-zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab…, hal. 313. 



































amil zakat. Muaz bin jabal juga pernah diutus rasul pergi ke yaman, selain 
bertugas menjadi da’i juga memiliki tugas khusus untuk menjadi amil 
zakat. Demikian pula yang dilakukan khulafaur rasyidin sesudahnya, 
mereka selalu memiliki petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik 
pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki 
untuk disalurkan kepada mustahik menunjukkan bahwa wajibnya zakat 
bukan semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), namun zakat 
merupakan suatu kewajiban yang memiliki sifat otoritatif (ijbari). 58 
Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat apalagi yang 
memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, 
yakni:59 
a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 
b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan 
langusung untuk menerima zakat dari muzakki. 
c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, seta tepat sasaran dalam 
pendistribusiannya sesuai dengan skala prioritas yang ada pada suatu 
tempat. 
d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan 
pemerintah yang Islami. 
Zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik secara 
hukum syariah memang sah namun disamping terabaikannya hal-hal 
                                                          
58 Abdullah Qadir, zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1998), hal. 85. 
59 Abdullah Qadir, zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial…, hal. 87. 



































tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan 
dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.60 
Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan UU No. 23 
tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut 
mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, 
kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam Bab I pasal 3 UU tersebut 
dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :61 
a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan 
zakat; dan 
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 
Dalam Bab II UU No. 23 tahun 2011 dikemukakan bahwa 
organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yakni badan amil zakat 
(pasal 5) dan lembaga amil zakat (pasal 17). Selanjutnya pada bab tentang 
sanksi administratif (Bab VII) dikemukakan bahwa setiap pengelola zakat 
yang karena kelalaiannya tidak lapor pelaksanaan pengumpulan, 
pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS 
secara berkala, atau tidak memberikan bukti setor zakat kepada muzaki, 
atau kegiatan di lembaga zakat tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam 
dan tidak sesuai dengan ikrar awal, atau dalam pencatatan infak, sedekah 
dan dana sosial keagamaan lainnya pembukuannya tidak dibedakan maka 
                                                          
60 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern…, 126. 
61 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3. 



































dikenai dengan sanksi administratif.62 Sanksi ini tentu dimaksudkan agar 
BAZ dan LAZ menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya 
oleh masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan 
sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat. 
5. Mustahik 
Dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah: 60, 
yang artinya: 
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, 
untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi 
Maha Mengetahui Dan Maha Bijaksana.” 
 
Berdasarkan ayat tersebut, maka orang yang berhak menerima zakat 
(mustahik) adalah:63 
a. Fakir. Menurut Syafi’iyah dan Hanabillah, yang dimaksud fakir adalah 
orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya karena ia tidak memiliki harta 
dan pekerjaan yang dapat memenuhinya. 
b. Miskin. Merupakan golongan orang yang mampu bekerja untuk 
memenuhi kebutuhannya namun masih belum mencukupi. 
c. Amil. Merupakan orang-orang yang menyelenggarakan pengelolaan 
zakat. 
d. Muallaf. Orang-orang yang baru masuk Islam dan masih lemah dalam 
keislamannya. 
                                                          
62 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 36. 
63 Sri Nurhayati et al, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal.30. 



































e. Riqab/Budak. Menurut para ulama’, budak yang dimaksud adalah budak 
mukatab, yakni budak muslim yang mengangsur harganya kepada 
tuannya, sementara mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk 
melunasinya. 
f. Gharimin. Yakni orang-orang yang memiliki banyak hutang, baik 
berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. 
g. Fi sabilillah. Yakni para mujahid yang berjuang yang tidak memiliki hak 
atas bayaran sebagai tentara karena jalan mereka adalah mutlak 
berperang. 
h. Ibnu sabil. Yakni orang yang sedang bepergian atau orang yang hendak 
bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan, 
kemudian ia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan 
dengan adanya bantuan. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jumhur ulama’ bersepakat 
bahwa tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada selain yang 
disebutkan Allah, misal untuk membangun masjid, jembatan, ruangan, 
irigasi dan lain sebagainya. 
Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah. Zakat 
tidak boleh diberikan kepada karib kerabat dan istri walaupun sedang 
berada dalam masa ’iddah karena kegiatan seperti ini akan menghalangi 
pemberian kepada fakir miskin dari satu segi, dari segi yang lain zakat itu 
akan kembali kepada dirinya sendiri.64 
                                                          
64 Wahbah Az-zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab…, hal. 304. 



































Zakat tidak boleh dibayarkan kepada ibu-bapak sampai kepada 
kakek-nenek; kepada anak-anak dan juga keturunan mereka; kepada istri 
meskipun dia berada dalam kefakiran dan kemiskinan karena sesungguhnya 
mereka telah mendapatkan nafkah yang rutin dari suami mereka. Zakat 
merupakan keperluan yang lain dan oleg karena itu tidak boleh disatukan 
dengan nafkah karena jika dibayarkan kepada istri, sang istri dianggap telah 
memakai barang orang lain. Bahkan ada yang berpendapat bahwa zakat 
tidak boleh dibayarkan kepada orang yang tidak diberi nafkah olehnya 
karena telah diberi nafkah oleh orang lain, sebab dia sudah tidak 
memerlukannya, misalnya orang yang bekerja setiap hari yang 
penghasilannya dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.65 
 
D. Teori Pajak Penghasilan 
1. Pengertian Pajak Penghasilan 
Sebagai warga Negara Indonesia kita juga memiliki keharusan 
dalam membayar pajak khususnya mengenai pajak penghasilan dalam 
pembahasan kali ini peneliti fokus terhadap perdagangan. Terdapat Pajak 
Penghasilan Final dimana pajak ini dimaksudkan untuk memberi 
kemudahan bagi wajib pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari 
usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, 
penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Ketentuan 
pengenaan PPh ini dituangkan dalam PP No. 23 Tahun 2018 dan PMK 
                                                          
65 Ibid. 



































Nomor 99/PMK.03/2018. Ketentuan ini dalam uraian selanjutnya disebut 
PPh bersifat final 0.5%. 66 
2. Wajib Pajak 
Wajib pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu yang dikenakan 
PPh bersifat final 0.5% adalah:67 
a. Wajib pajak orang pribadi 
b. Wajib pajak yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, 
atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan 
dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu 
tahun pajak. 
3. Bukan Wajib Pajak 
Wajib pajak dengan kriteria di atas yang dikecualikan dari 
pengenaan PPh final 0.5% adalah: 
a. Wajib pajak memilih untuk dikenai PPh secara umum (dikenai pajak 
berdasarkan tariff pasal 17 ayat 1 huruf a (tarif pajak umum untuk wajib 
pajak orang pribadi, pasal 17 ayat 2a (tariff pajak umum untuk wajib 
pajak badan dan bentuk usaha tetap) atau pasal 31E UU PPh (tarif pajak 
untuk wajib pajak badan). Wajib pajak kategori ini wajib menyampaikan 
pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. 
b. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang 
dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki 
                                                          
66 Siti Resmi, Perpajakan Teori & Kasus, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 134. 
67 Ibid. 



































keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan 
dengan pekerjaan bebas. 
c. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan: 
1) Pasal 31A UU PPh (wajib pajak melakukan penanaman modal 
dibidang usaha atau daerah tertentu). 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 (penghitungan 
penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan). 
3) Wajib pajak berbentuk usaha tetap. 
 
E. Konsep dan Perhitungan Zakat Pengurang Pajak 
Zakat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) terdapat pada 
UU No. 38 Tahun 1999 pasal 14 ayat 3, yang berbunyi; 
“Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga 
amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib 
pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”. 
Undang-Undang tersebut diselaraskan dengan Undang-Undang Pajak, 
yakni UU Pajak No. 36 Tahun 2008 yang mengecualikan untuk tidak dapat 
dikurangkan terdapat pada pasal 9 ayat 1 poin huruf. Bunyi poin huruf 
tersebut adalah: 
“…serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil 
Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan 
keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, 
yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 



































pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah”.  
Selanjutnya UU tersebut dipertegas dengan PP No. 60 Tahun 2010 
yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan bruto 
dengan syarat zakat tersebut dibayarkan ke “Badan Amil Zakat atau Lembaga 
Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah” (pasal 1 ayat 1 
huruf i). Cara pembebanan yang bisa dikurangkan dari penghasilan kena bruto 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010. Hal 
tersebut merupakan implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 23 yang 
menyatakan bahwa bukti setor zakat yang telah disetorkan oleh muzakki pada 
BAZNAS/LAZ digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.68 
Perlakuan untuk pengurangan PKP adalah sebagai berikut: 
1. Orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari usaha dan/atau 
pekerjaan bebas 
Berikut di bawah ini perbandingan zakat sebagai pengurang dan 
bukan: 
Tabel 2.1 
Perbandingan Zakat sebagai Pengurang dan Bukan 
 Berzakat 
(Bukti Setor Zakat) 
Tanpa Berzakat 
(Tanpa Bukti Setor Zakat) 
Penghasilan bruto 300.000.000 300.000.000 
Zakat (10.000.000) ……………. 
Penghasilan neto 290.000.000 300.000.000 
PTKP (63.000.000) (63.000.000) 
Penghasilan kena pajak 227.000.000 237.000.000 
Pajak 29.050.000 29.050.000 
   
Penghitung pajak :   
                                                          
68 Sri Nurhayati et al, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 
286. 




































(Bukti Setor Zakat) 
Tanpa Berzakat 
(Tanpa Bukti Setor Zakat) 
Rp 50.000.000 (5%) 2.500.000 2.500.000 
Rp 177.000.000 (15%) 26.550.000  
Rp 187.000.000 (15%)  28.050.000 
Berdasarkan perbedaan tersebut terlihat bahwa orang yang melakukan 
pembayaran zakat di tempat terdaftar, maka pajak yang dibayarkan lebih 
kecil (Rp 29.050.000) dengan selisih sebesar 1.500.000. 
2. Orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja 
(sebagai karyawan) atau lebih dan/atau penghasilan lainnya yang bukan 
dari usaha atau pekerjaan bebas\ 
3. Orang pribadi yang memiliki sumber pengasilan hanya dari satu pemberi 
kerja yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi Rp 60.000.000, 
dan tidak memiliki penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga 
koperasi dan untuk pekerja yang jumlah penghasilan brutonya kurang dari 
Rp 60.000.000 setahun. 
 
 



































GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 
A.  Deskripsi Lokasi dan Objek Penelitian 
1. Gambaran Umum Kawasan Ampel Surabaya 
a. Latar Belakang 
Kawasan Ampel merupakan salah satu sentra perdagangan yang 
terletak di Surabaya, tepatnya terletak di bagian utara kota Surabaya. 
Kawasan Ampel juga dikenal dengan Kampung Arab, karena komunitas 
Arab telah menguni kawasan ini sejak berabad-abad silam yakni ketika 
para musafir dari Hadramaut datang ke pulau Jawa. Kawasan ini 
menjadi saksi awal mula perkembangan Islam di Nusantara.69 \ 
Kawasan ini tidak hanya menonjolkan sisi religi saja, namun ada 
juga tempat yang selalu ramai dikunjungi peziarah, yakni pasar dan 
pertokoan yang berada disekitar makam religi Sunan Ampel. Terdapat 
dua lokasi pedagang di Pasar Ampel yakni gang Ampel Masjid dan Gang 
Ampel Suci. Beragam jenis barang dijual di Pasar Ampel yakni, toko 
pakaian (meliputi pakaian muslim dan peralatan salat), lapak kurma 
(meliputi jenis kurma dan kismis), pusat aksesoris dan oleh-oleh khas 
Ampel, serta toko kitab (beserta buku-buku Islami). 
Suasana Kawasan Sunan Ampel semakin ramai dikunjungi ketika 
bulan Ramadhan, selama 24 jam di tanggal 10 terakhir bulan Ramadhan 
                                                          
69 Aziz Maulana Akhsan,”Etos Kerja Islam dalam Meningatkan Keberhasilan Usaha”, Skripsi—
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. 47. 



































Kawasan ini tidak pernah sepi pengunjung, padahal di hari biasa (luar 
bulan Ramadhan) kawasan Pasar Ampel sudah sepi pada pukul 22.00 
WIB. Kegiatan yang biasa dilakukan pengunjung di Kawasan Sunan 
Ampel adalah  berdoa, salat berjamaah, I’tikaf, ziarah wali, belanja, dan 
lain-lain.70 
Mayoritas pedagang di Kawasan Ampel adalah pedagang 
keturunan Arab. 71 Sampai saat ini orang keturunan Arab masih menjadi 
pedagang dominan di kawasan Ampel, faktor yang menyebabkan hal itu 
adalah karena budaya orang Arab yang mengharuskan anak turun 
mereka untuk melanjutkan usaha/bisnis yang telah didirikan oleh orang 
tuanya sehingga regenerasi pedagang terus berlanjut pada anak 
keturunan bahkan sampai generasi ke generasi. 
b. Data Penduduk Kawasan Ampel 
Tabel 3.1 
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin 
Jumlah Penduduk 
(Jiwa) 
1. Perempuan 10.679 
2. Laki-Laki 10.445 
Jumlah 21.124 






                                                          
70 Reza Iqbal, 2018, “30 Potret Suasana Jelang Akhir Ramadhan di Makam Sunan Ampel 
Surabaya”, dalam www.idntimes.com/travel/destination/amp/reza-iqbal/30-potret-suasana-
jelang-akhir-ramadhan-di-makam-sunan-ampel-surabaya, diakses pada 17 Desember 2019. 
71 Aziz Maulana Akhsan, ,”Etos Kerja Islam dalam Meningatkan Keberhasilan Usaha”…, 48. 








































Tidak/Belum Sekolah 4.220 
Belum Tamat SD / Sederajat 1.766 
Tamat SD / Sederajat 4.116 
SLTP/ Sederajat 4.033 









Banyaknya Penduduk Menurut Agama 
Islam Kristen Katolik Hindu Budha Lainnya Jumlah 
20974 62 19 - 74 5 21.134 





Banyaknya Penduduk Menurut Pekerjaan 
No. Pekerjaan Jumlah (Jiwa) 
1. PNS 292 
2. TNI/POLRI 12 
3. Karyawan Swasta 5.716 
4. Wiraswasta/Dagang 942 
5. Pelajar/Mahasiswa 3.655 
6. Mengurus Rumah Tangga 4.825 



































No. Pekerjaan Jumlah (Jiwa) 
7. Buruh 19 
8. Belum Bekerja 5.108 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Kecamatan Semampir Dalam 
Angka 2019 
 
2. Deskripsi Objek Penelitian 
Dalam kegiatan penelitian di Pasar Ampel Surabaya, terdapat lebih 
dari 50 pedagang toko dan lapak. Dari sekian banyak toko/lapak peneliti 
peneliti berhasil mewawancarai 20 pedagang yakni 12 pedagang toko dan 8 
pedagang lapak, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan banyak 
pedagang enggan untuk diwawancarai, selain itu banyak toko yang dijaga 
oleh pegawai sehingga ini menjadi kendala peneliti karena penelitian ini 
target utamanya adalah pemilik toko. Tidak ada kriteria khusus untuk 
pedagang yang diwawancara karena peniliti menginginkan adanya 
tanggapan, pandangan, reaksi serta interpretasi atas respon pedagang 
mengenai zakat perdagangan sebagai pengurang pajak penghasilan dari 
pedagang Pasar Ampel Surabaya dengan latar belakang yang yang beragam 
guna mempertajam data yang diperoleh. Dalam penelitian ini data yang 
dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi, ucapan selanjutnya dianalisa 
untuk dijadikan bukti-bukti guna mendukung kebenaran dalam 
pengungkapan suatu pandangan mengenai alasan interpresati obyek 
terhadap fenomena.  



































Dari 20 pedagang, peneliti mereduksi datanya menjadi 10, hal ini 
dilakukan karena dari data yang didapat oleh peneliti secara umum 
pedagang memberikan jawaban yang sama. Sepuluh data tersebut 
merupakan data dengan respon jawaban yang lebih mengena pada masalah 
yang diangkat peneliti dengan disertai beberapa alasan yang diberikan oleh 
informan. Dalam penelitian ini Informan disebut sebagai interpreter. 
Berikut ini data interpreter yang peneliti wawancara: 
Tabel 3.5 


















































































































































Produk utama baju 





































































sarung dan parfum, 
lebih dari 5 tahun. 
DIII 
Omzet dalam satu 



















lebih dari 10 tahun. 
S<MA 
Omzet sekitar 
kurang lebih 5-10 
















lebih dari 7 tahun. 
SMK 





















































9. Zaimun (56/P) 
Pemilik Toko, 
Produk utama obat 
herbal dan 
songkok, baru satu 
tahun ini. 
S1 





















lebih dari 12 tahun. 
SD 
















Data objek penelitian 3.5 merupakan pedagang yang ada di Pasar 
Ampel, pedagang tersebut dipilih secara acak mewakili beberapa lokasi 
tempat berdagang di Pasar Ampel, yakni Jalan Nyamplungan, Gang Masjid, 
dan Gang Ampel Suci. Keterangan yang disampaikan oleh para pedagang 
mengenai omzet dan nilai barang persediaan merupakan jawaban perkiraan 



































dari proses transaksi keseharian mereka. Hal ini dikarenakan kondisi laporan 
keuangan yang tergolong sederhana, yakni dengan mencatat barang yang 
terjual pada hari itu, dan dicatat dalam buku tulis. Mengenai jumlah dan nilai 
barang persediaan belum ada catatan secara khusus. Mereka kulakan ketika 
ada tren fashion  baru atau distributor datang menawarkan barang ke mereka. 
Adanya barang persediaan ini dilakukan dengan metode pembayaran jatuh 
tempo, maksudnya ketika barang datang pedagang tidak langsung 
membayarnya namun diberi tenggang waktu oleh distributor, ketika waktu 
jatuh tempo pedagang wajib membayar barang tersebut. Meskipun begitu 
barang persediaan yang ada di etalase dagang mereka adalah milik mereka, 
bukan barang titipan orang lain.72 
Dalam kepemilikan karyawan pedagang toko memiliki karyawan 
sebanyak 2 sampai 5 karyawan tergantung dengan besar toko, dan pemilik 
toko sesekali datang ke toko di waktu sore hari. Sedangkan pedagang lapak 
mayoritas mereka menjaga tokonya sendiri. 
Selain pedagang, peneliti juga mewawancarai informan dari pihak-
pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yakni dari pihak Takmir Masjid 
Ampel, Fiskus, dan Amil Zakat. Berikut ini adalah data objek yang peneliti 
wawancara selain pedagang: 
Tabel 3.6 
Data Objek Penelitian Selain Pedagang 









                                                          
72 Wawancara, Fairuz, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 






















































B. Interpretasi Pedagang Pasar Ampel 
Indikator interpretasi yang digunakan peneliti untuk melihat seberapa 
dalam pemahaman interpreter dalam memahami masalah adalah dari usia, 
ilmu pengetahuan dan pergerakan/lingkungan sosial. Usia atau umur 
merupakan satuan waktu yang mengukur keberadaan suatu benda atau 
makhluk. Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa semakin bertambah usia 
maka seseorang akan mengalami pengalaman dan pengetahuan yang lebih. 
Ilmu pengetahuan didapat dari pendidikan. Pendidikan itu tiada lain adalah 
suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum dan 
kepribadian seseorang yang meliputi teori dan keterampilan memcahkan 
persoalan yang berkaitan dengan kegiatan pencapaian tujuan. Tingkat 
pendidikan diukur dengan tanda tamat/ijazah terakhir yang dimiliki 
seseorang.73 Sedangkan lingkungan sosial adalah semua interaksi soaial antara 
masyarakat, baik secara langsung misalnya dengan berdiskusi dengan seorang 
teman, maupun secara vicarious, yakni pengamatan mengenai apa yang sedang 
                                                          
73 Yosef Hartoko,”Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Jenis Kelamin, Umur, Status Perkawinan, 
Dan Daerah Tempat Tinggal Terhadap Lama Mencari Kerja Tenaga Kerja Terdidik Di 
Indonesia”, Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2018. 30. 



































dilakukan atau dikenakan orang lain. Lingkungan sosial sebagai lingkungan 
tempat individu berinteraksi yang memiliki beberapa aspek yakni sikap 
kemasyarakatan, sikap kejiwaan, sikap kerohanian, dan lain sebagainya.74 
Berikut dibawah ini interpretasi (pemahaman) pedagang/interpreter mengenai 
zakat perdagangan, zakat melalui lembaga dan zakat sebagai pengurang pajak 
penghasilan: 
Tabel 3.7 
Interpretasi Pedagang Mengenai Zakat Perdagangan, Zakat Melalui Lembaga 












sembunyi saja karena 
itu kan urusan pribadi. 
Adanya lembaga 
pengelola zakat 
masih belum pernah 
dengar 
Gatau, urusan pajak 
kakak saya yang 
urus. 
Mail (L) Saya pernah dengar 
tentang wajibnya 
zakat ma>l. Namun 
yang saya tunaikan 




zakat saya masih 
kurang tahu  
Gatau, gaada pajak 
disini. 
                                                          
74 Hartiyanti Sadu Budianti et al, ”Pengaruh Lingkungan Sosial Dan Gaya Hidup Terhadap 
Perilaku Konsumsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS”, Jurnal 
Pendidikan—Universitas Sebelas Maret, tt. 5. 




















































zakat memang lebih 
bagus karena dana 
zakat ada yang 
mengelola namun 
kami sudah terbiasa 
menyalurkan secara 
langsung jadi kami 
berikan langsung 




dengar, saya sendiri 
tidak punya NPWP. 




persediaan yang ada 







namun saya sudah 
terbiasa ngasih 
zakat saya ke 
kerabat yang kurang 
mampu, juga saya 
berikan ke orang-
orang Ampel yang 
keadaannya masih 
minim. 
Gatau saya, kalau 
pajak urusan suami 
saya. 
Ali (L) Sedikit-sedikit saya 
sudah paham tentang 
zakat ma>l. 
Untuk diserahkan 
ke Amil kalau 
belum tau 
kualitasnya lebih 
baik saya bagi 
sendiri zakatnya, 







orang lain yang 
kurang mampu. 
 
Iya tau, tapi itu 
sebenernya akal-
akalan pemerintah 
saja. Ada NPWP. 










































Sakinah (P) Zakat diberikan ke 
kerabat dekat yang 
tidak mampu, 
itungannya sebagian 
saja dari pendapatan, 





kerabat dekat yang 
tidak mampu. 
Belum pernah tau, 
soal pajak urusan 
orang tua saya. 
Sameer (L) Zakat merupakan 
sesuatu yang 





ke yayasan yatim 




Belum pernah tau, 
saya sendiri belum 
punya NPWP. 
Fairuz (P) Zakat adalah bagian 
harta yang harus 




Belum, kalau NPWP 
ada punya kakak. 





lembaga ya bagus, 
tapi kalau saya ya 
diserahkan ke warga 
yang kurang mampu 
dulu. 







Abdullah (L) Zakat itu rukun, wajib 
bagi yang mampu dan 
beragama Islam. 
Kalau zakat 
perdagangan ya dalam 
setahun dihitung 
labanya dan 2.5% itu 
yang dikeluarkan.  
Saya mengeluarkan 
zakat ya pribadi, 
kita sudah memiliki 
orang-orang 
tertentu yang lama, 
yang udah biasa 
dikasih, biasanya 
mereka datang atau 
kadang juga kita 
datang ngasih 
Ndak pernah tahu 
saya, ndak bolehlah, 
masa’ zakat 
ngurang-ngurangi. 
Sudah ada NPWP 
saya. 
Sumber: Dari Data Wawancara 
 
 



































1. Data Hasil Wawancara Mengenai Interpretasi Pedagang Pasar Ampel 
Surabaya Tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Perdagangan Melalui 
Lembaga Pengelola Zakat 
Interpretasi pedagang mengenai kewajiban zakat perdagangan dari 
hasil wawancara adalah sebagai berikut: 
Bapak Didin, “Mengenai zakat perdagangan saya sudah pernah dengar 
namun saya mengeluarkan zakat saya ya sembunyi-sembunyi saja karena 
itu kan  urusan pribadi saya, mengenai informasi tentang adanya lembaga 
pengelola zakat saya masih belum pernah dengar”.75 
 
Menurut Mas Mail, “Saya pernah dengar tentang wajibnya zakat ma>l 
namun saya selama ini yang saya keluarkan masih zakat fitrah saja, 
sedangkan mengenai informasi adanya lembaga pengelola zakat saya masih 
kurang tahu mengenai hal itu”.76  
 
Bapak Nuriyansyah “Kami sudah mengetahui wajibnya zakat perdagangan, 
itu keharusan sesuai dengan nisabnya dan kadarnya 2.5%, kami 
menunaikannya secara langsung kami berikan kepada kerabat ataupun ke 
panti asuhan. Penyaluran melalui lembaga pengelola zakat memang lebih 
bagus karena dana  zakat ada yang mengelola namun kami sudah terbiasa 
menyalurkan secara langsung jadi kami berikan langsung saja ke kerabat 
yang lebih butuh”.77 
 
Bu Maryam “Zakat ya harus, itu kewajiban begitupun dengan zakat 
perdagangan. Jika pendapatan banyak ya zakatnyapun juga lebih banyak, 
persediaan yang ada di toko juga dihitung dengan nilai perkiraan. Zakat 
saya berikan secara langsung kepada kerabat karena banyak kerabat saya 
yang ekonominya masih kurang   juga saya berikan ke orang-orang disini 
(kawasan Ampel) yang keadaannya masih minim. Mengenai informasi 
adanya lembaga saya sudah mengetahuinya namun karena saya sudah 
terbiasa ngasih zakat saya ke orang-orang tersebut jadi ya mereka 
menunggunya. Saya mengikuti kebiasaan orang tua saya dulu”.78 
 
Pak Ali, “Sedikit-sedikit saya sudah paham tentang zakat ma>l, namun 
untuk diserahkan ke Amil kalau belum tau kualitasnya lebih baik saya bagi 
sendiri zakatnya, selama ini saya juga membagikan zakat sendiri dengan 
                                                          
75 Wawancara, Bapak Didin, Pedagang Lapak, 3 Desember 2019. 
76 Wawancara, Mas Mail, Pedagang Lapak, 23 Oktober 2019. 
77 Wawancara, Bapak Nuriyansyah, Pedagang Lapak, 3 Desember 2019. 
78 Wawancara, Bu Maryam, Pedagang Toko, 21 Desember 2019. 



































mengutamakan keluarga yang kurang mampu, tetangga, barulah orang lain 
yang kurang mampu, dibulan Ramadhan, dari Permata Insani datang ke 
sini, minta sumbangan, mereka itu yayasan yatim piatu, nah itu ya saya 
kasih aja sebagai zakat saya”79 
 
Sakinah “Diberikan ke kerabat dekat yang tidak mampu, kan  lebih utama, 
itungannya ya sebagian saja dari pendapatan, yang ga ngitung juga 
berapanya pokoknya tiap tahun ya ngasih.”80 
 
M. Sameer, “Memberi ke fakir miskin, biasanya disini bayarnya langsung 
ke yayasan yatim piatu, dan diberikan ke janda-janda berupa sembako, 
tanpa perhitungan”.81  
 
Fairuz, “Zakat itu bagian harta yang dikeluarkan untuk fakir miskin, kalo 
zakat perdagangan... (geleng-geleng), iya zakatnya kita keluarkan secara 
pribadi saja…”.82 
 
Bu Zaimun “Zakat itu setiap tahun harus dikeluarkan setelah mencapai 
nis}ab, zakat melalui lembaga ya bagus, tapi kalau saya ya diserahkan ke 
warga yang kurang mampu dulu”.83 
 
Bapak Abdullah, “Zakat itu rukun, wajib bagi yang mampu dan beragama 
Islam. Kalau zakat perdagangan ya dalam setahun dihitung labanya dan 
2.5% itu yang dikeluarkan. Saya mengeluarkan zakat ya pribadi, kita sudah 
memiliki orang-orang tertentu yang lama, yang udah biasa dikasih, 
biasanya mereka datang atau kadang juga kita datang ngasih.”84 
 
Dari data di atas didapatkan informasi sebagai berikut: 
Tabel 3.8 
Data Interpreter yang Telah/Belum Menunaikan  
Wajibnya Zakat Perdagangan 
Keterangan Jumlah 
Menunaikan Zakat Perdagangan 9 
Belum Menunaikan Zakat Perdagangan 1 
Total 10 
                                                          
79 Wawancara, Pak Ali, Pedagang Toko, 23 Oktober 2019. 
80 Wawancara, Sakinah, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
81 Wawancara, M. Sameer, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
82 Wawancara, Fairuz, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
83 Wawancara, Bu Zaimun, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
84 Wawancara, Pak Abdullah, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 



































Sumber: Data diolah dari hasil wawancara 
Dari tabel 3.8 menunjukkan bahwa dari 10 interpreter pedagang 
pasar Ampel memahami mengenai adanya kewajiban zakat, 90% telah 
menunaikan zakat perdagangan, meskipun beberapa interpreter menunaikan 
zakatnya tanpa perhitungan yang benar. 90% interpreter tersebut memilih 
menunaikan zakatnya secara langsung. Sedangkan sekitar 10% interpreter 
belum menunaikan zakat perdagangan, namun interpreter tersebut mengaku 
bahwa sudah mengetahui mengenai wajibnya zakat ma>l. 
Menurut informasi dari Mas Adib selaku koordinator bidang 
ekonomi di Masjid Ampel menjelaskan bahwa di kawasan sekitar Ampel 
memang masih belum dijumpai adanya lembaga pengelola zakat yang 
\resmi, bahkan di Masjid Ampel sendiripun sampai saat ini masih belum 
menjadi lembaga pengelola zakat, rencananya masih di awal tahun 2020 
akan segera dibentuk Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) hal 
ini penting dilakukan karena memang sudah menjadi tuntutan karena 
Masjid Agung Ampel setiap bulan Ramadhan menerima dan menyalurkan 
zakat baik fitrah maupun ma>l  karena semakin tahun penerimaan zakat 
semakin tinggi maka adanya LAZIS di Masjid Ampel ini dibutuhkan agar 
penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan secara akuntabel, 
transparan dan professional. 
“Di Masjid Ampel sudah menerima dan mendistribusikan zakat di bulan 
Ramadhan, baik zakat fitrah maupun zakat ma>l. Penerimaan dan 
pendistribusian zakat ini masih dilakukan secara kultural, sekedar 
menerima dan mendistribusikan tanpa dilakukan pelaporan. Karena 
perkembangan teknologi saat ini semakin modern, kami dari kordinator 



































ekonomi memiliki gagasan untuk membentuk LAZIS Masjid Ampel di 
awal tahun 2020, hal ini penting dilakukan karena semakin kompleksnya 
masalah di Masjid Ampel, salah satunya karena masjid Ampel didirikan 
dan dibangun dari dana wakaf selain itu ditiap Ramadhan pendapatan dana 
zakat, infaq dan sedekah semakin tinggi sehingga perlu adanya lembaga 
yang berwenang untuk mengelola dana tersebut secara professional, 
transparan dan akuntabel. Mengenai kewajiban zakat perdagangan di 
pedagang Ampel sini mungkin mayoritas mereka memang sudah 
memahami bahkan lebih paham daripada saya, namun untuk 
menunaikannya dan membayarkannya melalui lembaga yang berwenang itu 
ya urusan masing-masing, tiap orang punya dasar tersendiri, ya problem of 
willing.”85 
 
Informasi dari salah satu pegawai BAZNAS yakni Bapak Abdul 
Hamid sebagai kepala staff bagian administrasi dan umum menyampaikan 
bahwa Masjid Ampel belum menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan 
sosialisasi untuk pedagang dari BAZNAS JATIM belum pernah dilakukan 
karena sebenarnya wilayah Ampel itu di bawah pemerintahan BAZNAS 
Kota Surabaya namun BAZNAS Kota Surabaya kelembagaannya masih 
belum di aktifkan kembali, kami sendiri yang di BAZNAS JATIM juga 
memiliki banyak agenda kegiatan jadi untuk sosialisasi di Ampel memang 
belum bisa kami lakukan. 
“Sosialisasi mengenai zakat melalui lembaga resmi sudah sering kami 
lakukan seringnya memang dikawasan ASN, selain itu kami juga 
mensosialisasikannya ke pegawai yang dibawah naungan BUMN. Kalau 
Masjid yang dibawah naungan BAZNAS JATIM ya Masjid Al-Akbar 
Surabaya, memang masjid-masjid yang lain yang ada di Surabaya juga 
terkadang kami kunjungi agar ta’mir segera meresmikan masjidnya sebagai 
Unit pengumpul Zakat (UPZ) namun ranah sosialisasi di wilayah Surabaya 
seharusnya dilakukan oleh BAZNAS Kota Surabaya karena wilayah kerja 
kami mencakup keseluruhan Provinsi Jawa Timur jadi fokus kegiatan 
kamipun tidak difokuskan di satu agenda kegiatan saja. Seperti wilayah 
Ampel memang kami belum pernah sosialisasi ke daerah sana dan wilayah 
Ampel itu dibawah pemerintahan Kota Surabaya seharusnya yang 
                                                          
85 Wawancara, Mas Adib, Koordinator Ekonomi Masjid Ampel Surabaya, 21 Desember 2019. 



































melakukan kegiatan sosialisasinya ya BAZNAS Kota Surabaya namun 
BAZNAS Kota Surabaya masih belum diaktifkan lagi.”86 
2. Data hasil wawancara pedagang tentang zakat perdagangan sebagai 
pengurang pajak penghasilan di Pasar Ampel Surabaya 
Interpretasi pedagang mengenai tentang zakat perdagangan sebagai 
pengurang pajak penghasilan di Pasar Ampel Surabaya, berikut ini adalah 
data dari hasil wawancara: 
Muhammad Sameer, “Saya belum pernah mengetahui informasi mengenai 
kebijakan zakat perdagangan sebagai pengurang pajak, saya sendiri juga 
belum memiliki NPWP”87 
 
Sakinah, “Saya belum pernah mengetahui informasi mengenai kebijakan 
zakat perdagangan sebagai pengurang pajak, karena urusan pajak yang 
ngurus ya orang tua saya, saya tidak pernah tahu”.88 
 
Fairuz, “Belum, saya belum mengetahui mengenai zakat perdagangan 
pengurang pajak. Toko ini milik kakak saya, dia sudah punya NPWP, soal 
pajak saya juga kurang tahu”.89 
 
Bapak Nuriyansyah, “Tidak pernah dengar saya mengenai zakat pengurang 
pajak itu, karena saya sendiri juga tidak memiliki NPWP”.90 
 
Bapak Abdullah, “Ada NPWP, mengenai zakat pengurang pajak, ya tidak 
boleh masa zakat dikurangi. Tapi informasi mengenai kebijakan itu saya 
tidak pernah tahu”.91 \ 
 
Bu Zaimun, “Saya belum tahu mengenai informasi zakat pengurang pajak, 
toko ini juga baru berjalan satu tahun jadi saya belum memiliki NPWP 
namun menurut saya kalau zakat ya sendiri, pajak ya sendiri, tidak bisa 
dikurang-kurangkan, memang bisa ta  Mbak zakat jadi pengurang 
pajak?”.92 
                                                          
86 Wawancara, Bapak Hamid, Kepala Bidang Administrasi dan Umum BAZNAS Jatim, 27 
Desember 2019. 
87 Wawancara, Muhammad Sameer, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
88 Wawancara, Sakinah, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
89 Wawancara, Fairuz, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
90 Wawancara, Bapak Nuriyansyah, Pedagang Lapak, 3 Desember 2019. 
91 Wawancara, Bapak Abdullah, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
92 Wawancara, Bu Zaimun, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 




































Bapak Didin, “Kalo untuk pajak itu yang ngurus kebetulan kakak saya, 
saya sendiri ya ikut bantu jual aja disini”93 
 
Bu Maryam, “Belum tahu saya, urusan pajak juga yang ngurus suami”94 
 
Mas Mail,  “Gaada pajak kalo disini”95 
 
Pak Ali, “Iya saya tau soal zakat pengurang pajak, ini akal-akal pemerintah 
saja sebenarnya mbak.., seumpama pajak 10 juta, setelah bayar zakat bisa 
berkurang gitu kan?, sehingga orang itu berfikir bayar zakat melalui amil 
lebih enak karena bisa mengurangi beban bayar pajak, padahal amil ini 
sebenarnya juga atas nama pemerintah, nanti uangnya masuk 
dikeungannnya mereka, seperti berita yang dana haji itu setelah tau 
dananya besar pemerintah mau pakai duitnya buat insfrastruktur atau 
apalah, sekalipun lembaga zakat dikelola swasta juga kan dananya 
dilaporkan ke pemerintah, sama saja mbak.., untuk respon saya mengenai 
zakat pengurang pajak ini ya saya lebih memilih zakat saya bagikan sendiri 
dan pajak saya bayarkan karena kalau ngga bayar pajak kan dikejar-kejar, 
ditagih terus biar bayar, pajak sekarang ini kena 0.5%, sebelumnya itu 
1%”.96 
 
Dari data yang diolah oleh peneliti dari hasil wawancara tersebut 
didapatkan informasi bahwa dari 10 interpreter yang memiliki NPWP 
sebanyak 60%, sedangkan 40% mengaku belum memiliki NPWP. 
Tabel 3.9 





Sumber: Data diolah dari hasil wawancara 
 
Dari 6 interpreter yang memiliki NPWP hanya satu yang mengetahui 
mengenai adanya aturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Jadi 
                                                          
93 Wawancara, Bapak Didin, Pedagang Lapak, 3 Desember 2019. 
94 Wawancara, Bu Maryam, Pedagang Toko, 21 Desember 2019. 
95 Wawancara, Mas Mail , Pedagang Lapak, 23 Oktober 2019. 
96 Wawancara, Pak Ali, Pedagang Toko, 23 Oktober 2019. 
Keterangan Jumlah 
Memiliki NPWP 6 
Belum memiliki NPWP 4 
Total 10 



































90% mengaku belum mengetahui mengenai aturan tersebut sedangkan yang 
memahami mengenai aturan tersebut hanya 10%. 
Dari salah satu fiskus KPP Pratama Simokerto yakni Kepala Seksi 
Ekstensifikasi Perpajakan, yakni Bapak Heri Basuki menyampaikan bahwa 
sosialisasi mengenai adanya pajak penghasilan sudah sering dilakukan 
terakhir dilakukannya pada tanggal 30 Desember 2019, lokasinya di 
kelurahan yakni Semampir. Sosialisasi ini diperuntukkan ke semua orang 
tidak dikhususkan untuk pedagang Ampel saja. Mengenai zakat pengurang 
pajak, beliau mengaku bahwa memang dalam sosialisasi tersebut tidak 
menyampaikan mengenai hal itu, karena dalam sosialisasi ini segmen 
sosialisasinya bermacam-macam dan waktunya terbatas. 
“Ya, Kami sudah sering melakukan sosialisasi pajak. Kalau di pedagang 
Ampel ini kami tidak melakukannya secara khusus namun sosialisasi ini 
memang diperuntukkan umum, untuk siapa saja. Terakhir kami sosialisasi 
itu di tanggal 30 Desember 2019, lokasinya di Kantor kelurahannya, 
Semampir. Kalau mengenai penyampaian mengenai zakat pengurang 
pajaknya memang dari kami tidak menjelaskan karena memang segmen 
sosialisasinya bermacam-macam jadi fokusnya kita sosialisasi tentang hak 






                                                          
97 Wawancara, Pak Heri Basuki, Kepala Seksi Ekstensifikasi Pajak KPP Pratama Simokerto, 26 
Februari 2020. 



































ANALISIS INTERPRETASI PEDAGANG TENTANG ZAKAT 
PERDAGANGAN SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN DI 
PASAR AMPEL SURABAYA 
A. Interpretasi Pedagang Pasar Ampel Surabaya Tentang Kewajiban Menunaikan 
Zakat Perdagangan Melalui Lembaga Pengelola Zakat 
Islam memberikan kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang 
ditempuh halal. Salah satu jalan usaha untuk mencari rezeki adalah berdagang. 
Lokasi perdagangan yang cukup potensial di Surabaya salah satunya adalah 
Pasar Ampel Surabaya. Di Pasar Ampel Surabaya mayoritas pedagangnya 
beragama Islam. Dalam Islam terdapat kewajiban untuk menunaikan zakat, 
baik fitrah maupun ma>l.  
Dalam bukunya Yusuf Qardhawi yang berjudul Norma dan Etika 
Ekonomi Islam menyampaikan bahwa dalam berdagang terdapat norma atau 
nilai syariah salah satunya yakni berpegang pada prinsip bahwa perdagangan 
adalah bekal menuju akhirat. Poin pada nilai ini tidak boleh dilupakan karena 
meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar dari 
perdagangan dan transaksi mereka harus tetap ingat pada Tuhannya, Allah 
SWT. Mengingat Allah berarti mengingat perintah dan larangan-Nya, 
terutama salat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dengan 
penciptanya. Perilaku yang menunjukkan dari nilai ini adalah tidak 
bertransaksi ketika berlangsung salat jum’at, tidak meninggalkan salat 



































tepatnya tidak lalai dalam beribadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada 
Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang serta puas dengan 
keuntungan yang diperoleh, menghindari subhat, serta tidak lupa untuk 
membayar zakat.98  Zakat perdagangan diwajibkan atas setiap muslim yang 
sudah memenuhi syarat dan rukun zakat, yakni niat berdagang, mencapai 
nisab dan haul.  
Peneliti termotivasi melakukan penelitian secara langsung ke pedagang 
di Pasar Ampel karena lokasinya yang ramai dikunjungi, selain itu pedagang 
mayoritas beragama Islam, dan beberapa pemilik toko merupakan keturunan 
Arab. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui mengenai 
interpretasi pedagang mengenai zakat perdagangan melalui lembaga pengelola 
zakat agar ke depannya lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan 
penghimpunan dana zakat melalui zakat perdagangan yang ada di Ampel 
Surabaya sehingga tujuan dari zakat yakni mensejahterakan umat dapat 
terealisasikan secara optimal. 
Dalam data hasil observasi dan wawancara, peneliti mendapatkan 
informasi bahwa omzet pedagang pasar yang memiliki bangunan (toko) 
sekitar Rp. 500.000/hari dan dalam momen tertentu seperti dibulan Ramadhan 
omzet mereka bisa meningkat dua kali lipat tergantung dengan kondisi 
pengunjung di makam Sunan Ampel. Jika dihitung dalam setahun omzet 
pedagang toko mencapai sekitar 182.500.000 (diasumsikan setiap hari 
berjualan dengan perolehan yang tetap) dengan jumlah persediaan sekitar 
                                                          
98 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 173. 



































50.000.000. Biaya listrik dalam satu bulan sekitar 400.000/bulan dalam satu 
tahun biaya listrik yang dikeluarkan adalah 4.800.000, dengan 2 karyawan 
yang digaji @1000.000/bulan (asumsi peneliti, karena memang setiap toko 
berbeda-beda dalam meberikan gaji) maka jumlah pengeluaran untuk gaji 
karyawan dalam satu tahun sebesar 24.000.000, jika harga 1gr emas 650.000 
maka nisab 85gr emas adalah 55.250.000 maka perhitungan zakatnya 
(182.500.000 + 50.000.000) – (4.800.000 + 24.000.000) = 232.500.000 – 
28.800.000 = 203.700.000, nominal tersebut sudah mencapai nisab bahkan 
lebih, maka dari asumsi perhitungan tersebut kadar zakat 2.5% adalah 
5.092.000. 
Dari hasil perhitungan tersebut, penghimpunan zakat perdagangan di 
Pasar Ampel cukup potensial bagi lembaga pengelola zakat. Namun baik  
BAZNAS/LAZ saat ini penghimpunan dana masih terfokuskan pada 
penghimpunan zakat kontemporer, yakni zakat profesi sedangkan wajibnya 
zakat yang ada sejak zaman Nabi Saw. kurang begitu diperhatikan dalam 
pemungutannya padahal potensi zakat perdagangan ini memiliki potensi yang 
cukup besar. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan salah 
satu Takmir Masjid Ampel yang menyatakan bahwa di Masjid Ampel belum 
dibentuk sebuah Lembaga Pengelola Zakat dan dari salah satu pihak 
BAZNAS selaku lembaga pengelola zakat dibawah naungan pemerintah 
mrnuturkan bahwa sosialisai ke pedagang masih belum pernah melakukan. 



































Berikut ini adalah hasil wawancara peniliti dengan interpreter tentang 
interpretasi terhadap kewajiban menunaikan zakat perdagangan melalui 
lembaga pengelola zakat diperoleh analisis data sebagai berikut : 
1. Tidak tahu tentang keberadaan lembaga pengelola zakat pemahaman zakat 
perdadagangan juga kurang 
Bapak Didin, “Mengenai zakat perdagangan saya sudah pernah dengar 
namun saya mengeluarkan zakat saya ya sembunyi-sembunyi saja karena 
itu kan  urusan pribadi saya, mengenai informasi tentang adanya lembaga 
pengelola zakat saya masih belum pernah dengar”.99 
 
Menurut Mas Mail, “Saya pernah dengar tentang wajibnya zakat ma>l 
namun saya selama ini yang saya keluarkan masih zakat fitrah saja, 
sedangkan mengenai informasi adanya lembaga pengelola zakat saya masih 
kurang tahu mengenai hal itu”.100  
 
Pendapat kedua interpreter mengenai wajibnya zakat perdagangan 
masih belum mengena sama sekali pada definisi dari zakat perdagangan. 
Kedua interpreter hanya menjawab pernah dengar sedangkan mengenai 
zakat perdagangan melalui lembaga pengelola zakat keduanya belum 
mengetahui perihal keberadaan lembaga pengelola zakat. 
2. Memutuskan untuk menunaikan zakat perdagangan secara pribadi dan 
pemahaman zakat perdagangan masih kurang 
Sakinah “Diberikan ke kerabat dekat yang tidak mampu, kan  lebih utama, 
itungannya ya sebagian saja dari pendapatan, yang ga ngitung juga 
berapanya pokoknya tiap tahun ya ngasih.”101 
 
M. Sameer, “Memberi ke fakir miskin, biasanya disini bayarnya langsung 
ke yayasan yatim piatu, dan diberikan ke janda-janda berupa sembako, 
tanpa perhitungan”.102  
                                                          
99 Wawancara, Bapak Didin, Pedagang Lapak, 3 Desember 2019. 
100 Wawancara, Mas Mail, Pedagang Lapak, 23 Oktober 2019. 
101 Wawancara, Sakinah, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 



































Fairuz, “Zakat itu bagian harta yang dikeluarkan untuk fakir miskin, kalau 
zakat dagang (geleng-geleng), iya kalau zakatnya kita keluarkan secara 
pribadi saja…”.103 
 
 Ketika ketiga interpreter diwawancara mengenai zakat 
perdagangan melaui lembaga pengelola zakat mereka langsung menjawab 
zakat mereka tunaikan secara pribadi/langsung diberikan kepada kerabat 
dekat yang kurang mampu, fakir miskin, yatim piatu dan janda-janda. Hal 
tersebut menampakkan bahwa para interpreter menjawab tanpa 
mempertimbangkan persoalan apapun, mereka memutuskan menunaikan 
zakatnya secara pribadi. Selain itu pemahaman mengenai zakat 
perdagangan juga masih kurang. 
Dalam pelaksanaan zakat perdagangannya ketiga interpreter 
tersebut tidak memberikan zakatnya kepada yang berhak menerima zakat 
hal itu tidak sesuai dengan surah at-Taubah:60 yang menjelaskan bahwa 
hanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yakni; fakir, miskin, 
amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. 
3. Paham mengenai adanya lembaga pengelola zakat namun tetap memilih 
menunaikan zakat perdagangan secara langsung/pribadi, dan sudah paham 
dengan zakat perdagangan 
Bapak Nuriyansyah “Kami sudah mengetahui wajibnya zakat perdagangan, 
itu keharusan sesuai dengan nisab-nya dan kadarnya 2.5%, kami 
menunaikannya secara langsung kami berikan kepada kerabat ataupun ke 
panti asuhan. Penyaluran melalui lembaga pengelola zakat memang lebih 
bagus karena dana  zakat ada yang mengelola namun kami sudah terbiasa 
                                                                                                                                                               
102 Wawancara, M. Sameer, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
103 Wawancara, Fairuz, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 



































menyalurkan secara langsung jadi kami berikan langsung saja ke kerabat 
yang lebih butuh”.104 
 
Bu Maryam “Zakat ya harus, itu kewajiban begitupun dengan zakat 
perdagangan. Jika pendapatan banyak ya zakatnyapun juga lebih banyak, 
persediaan yang ada di toko juga dihitung dengan nilai perkiraan. Zakat 
saya berikan secara langsung kepada kerabat karena banyak kerabat saya 
yang ekonominya masih kurang juga saya berikan ke orang-orang disini 
(kawasan Ampel) yang keadaannya masih minim. Mengenai informasi 
adanya lembaga saya sudah mengetahuinya namun karena saya sudah 
terbiasa ngasih zakat saya ke orang-orang tersebut jadi ya mereka 
menunggunya. Saya mengikuti kebiasaan orang tua saya dulu”.105 
 
Bu Zaimun “Zakat itu setiap tahun harus dikeluarkan setelah mencapai 
nis}ab, zakat melalui lembaga ya bagus, tapi kalau saya ya diserahkan ke 
warga yang kurang mampu dulu”.106 
 
Bapak Abdullah, “Zakat itu rukun, wajib bagi yang mampu dan beragama 
Islam. Kalau zakat perdagangan ya dalam setahun dihitung labanya dan 
2.5% itu yang dikeluarkan. Mengenai zakat melalui lembaga ya saya pilih 
mengeluarkan zakatnya pribadi saja, kita sudah memiliki orang-orang 
tertentu yang lama, yang udah biasa dikasih, biasanya mereka datang atau 
kadang juga kita datang ngasih.”107 
 
Dari jawaban keempat interpreter tampak bahwa mereka telah 
mengetahui mengenai adanya lembaga pengelola zakat, bahkan dua 
interpreter mengakui bahwa zakat perdagangan melalui lembaga pengelola 
zakat itu bagus namun keduanya tetap memilih menunaikan zakat secara 
pribadi karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari keluarga, selain 
itu mereka sudah memiliki mustahik yang memang biasa mereka kasih 
ditiap tahunnya. Dalam teorinya, zakat diserahkan secara langsung dari 
muzakki kepada mustahik secara hukum syariah memang sah namun 
disamping terabaikannya keuntungan menunaikan zakat melalui lembaga 
                                                          
104 Wawancara, Bapak Nuriyansyah, Pedagang Lapak, 3 Desember 2019. 
105 Wawancara, Bu Maryam, Pedagang Toko, 21 Desember 2019. 
106 Wawancara, Bu Zaimun, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
107 Wawancara, Pak Abdullah, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 



































pengelola zakat, juga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan 
dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.108 
Keempat interpreter tersebut mengaku menunaikan zakat secara 
langsung dengan diberikan kepada kerabat yang kurang mampu. Dalam 
kajian teorinya menjelaskan bahwa penerima zakat itu bukan orang yang 
lazim diberi nafkah. Zakat tidak boleh diberikan kepada karib kerabat dan 
istri walaupun sedang berada dalam masa ’iddah karena kegiatan seperti 
ini akan menghalangi pemberian kepada fakir miskin dari satu segi, dari 
segi yang lain zakat itu akan kembali kepada dirinya sendiri.109 
4. Paham mengenai adanya lembaga pengelola zakat namun kepercayaan 
terhadap lembaga tersebut masih lemah 
Pak Ali, “Sedikit-sedikit saya sudah paham tentang zakat ma>l, namun 
untuk diserahkan ke Amil kalau belum tau kualitasnya lebih baik saya bagi 
sendiri zakatnya, selama ini saya juga membagikan zakat sendiri dengan 
mengutamakan keluarga yang kurang mampu, tetangga, barulah orang lain 
yang kurang mampu, dibulan Ramadhan, dari Permata Insani datang ke 
sini, minta sumbangan, mereka itu yayasan yatim piatu, nah itu ya saya 
kasih aja sebagai zakat saya”110 
Dari jawaban interpreter tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan 
terhadap lembaga pengelola zakat yang masih lemah menjadi alasan 
interpreter menunaikan zakat secara langsung.  
Dari jawaban interpreter yang telah disebutkan di atas dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman interpreter mengenai zakat perdagangan 
melalui lembaga pengelola zakat masih kurang. Data hasil wawancara 
                                                          
108 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern…, 126. 
109 Wahbah Az-zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab…, hal. 304. 
110 Wawancara, Pak Ali, Pedagang Toko, 23 Oktober 2019. 



































menunjukkan 50% interpreter belum mengetahui mengenai keberadaan dan 
urgensi lembaga pengelola zakat dan 50% paham mengenai lembaga pengelola 
zakat namun tetap menunaikan zakatnya secara pribadi karena beberapa 
alasan, yakni sudah menjadi kebiasaan dari keluarga secara turun temurun dan 
lemahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Ketidak tahuan 
interpreter terhadap lembaga pengelola zakat dikarenakan pihak BAZNAS 
bahwa memang belum pernah melakukan sosialisasi ke pedagang Pasar Ampel 
Surabaya, selain itu belum terbentuknya LAZ di Masjid Ampel juga menjadi 
faktor pemicu ketidak tahuan pedagang terhadap urgensi lembaga pengelola 
zakat.  
Sedangkan mengenai bagaimana interpreter menunaikan zakat 
perdagangannya baik secara langsung/pribadi ataupun ke lembaga pengelola 
zakat menurut Koordinator Ekonomi Masjid Ampel merupaakan problem of 
willing, sesuka keinginan hati muzakki. Karena bagaimanapun interpreter 
memiliki alasan serta keyakinan Madzhab masing-masing yakni dalam 
pendapat Madzhab Imam Maliki menyampaikan bahwa jika amil zakat adalah 
seorang yang adil, zakat wajib diberikan kepadanya. Namun jika amil tidak 
adil dan orang yang hendak mengeluarkan zakat tidak lepas darinya, sebagian 
zakatnya boleh dibayarkan kepadanya. Jika dia dapat melepaskan diri darinya, 
pemilik harta kekayaan itu dapat membagikan sendiri zakatnya kepada orang 
yang berhak menerimanya. Lebih disukai lagi jika pembagiannya tidak dia 
tangani sendiri karena dikhawatirkan dirinya akan meminta pujian dari apa 
yang dilakukannya. Sedangkan Madzhab Hambali berpendapat bahwa orang-



































orang dianjurkan untuk melakukan sendiri pembagian hartanya agar dia betul-
betul yakin bahwa zakatnya telah sampai kepada orang-orang yang berhak 
menerimanya. Begitu juga dengan Madzhab Syafi’i dan Ahmad yang 
memperbolehkan menunaikan zakatnya sendiri. Bagi interpreter yang 
menunaikan zakat secara langsung/pribadi yang terpenting adalah ketika 
memberikan zakatnya kepada mustahik harus lebih dipertimbangkan 
sasarannya agar sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu tugas lembaga 
pengelola zakat adalah mensosialisasikan tentang bagaimana cara perhitungan 
zakat, siapa saja yang berhak menerima zakat, fungsi dan tujuan zakat, serta 
peran penting lembaga zakat kepada pedagang.  
 
B. Interpretasi Pedagang Tentang Zakat Perdagangan sebagai Pengurang Pajak 
Penghasilan di Pasar Ampel Surabaya 
Sebagai warga Negara Indonesia memiliki keharusan dalam membayar 
pajak khususnya pajak penghasilan. Dalam pembahasan kali ini peneliti fokus 
terhadap Pajak Penghasilan Final yang diperuntukkan untuk pedagang dimana 
pajak ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak yang 
menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto 
tertentu dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak 
penghasilan terutang. Ketentuan pengenaan PPh ini dituangkan dalam PP No. 
23 Tahun 2018 dan PMK Nomor 99/PMK.03/2018. Ketentuan ini dalam 
uraian selanjutnya disebut PPh bersifat final 0.5%. 111 
                                                          
111 Siti Resmi, Perpajakan Teori & Kasus, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 134. 



































Selain pajak, pedagang muslim di Indonesia juga memiliki kewajiban 
terhadap agama yakni menunaikan zakat. Agar masyarakat muslim di 
Indonesia tidak dibebankan dengan kewajiban ganda maka terdapat aturan 
bahwa zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak termaktub dalam UU 
No. 23 Tahun 2011 Pasal 23 yang menyatakan bahwa bukti setor zakat yang 
telah disetorkan oleh muzakki pada BAZNAS/LAZ dapat digunakan sebagai 
pengurang penghasilan kena pajak.112 Untuk itu peneliti tertarik untuk 
mengetahui interpretasi pedagang mengenai zakat sebagai pengurang pajak 
penghasilan di Pasar Ampel Surabaya karena memang pasar tersebut 
lokasinya berdekatan dengan Makam Religi Sunan Ampel sehingga ramai 
dikunjungi peziarah dari dalam atau luar kota untuk membeli oleh-oleh atau 
cindera mata. 
Berikut ini adalah hasil wawancara peniliti dengan interpreter tentang 
interpretasi pedagang tentang zakat perdagangan sebagai pengurang pajak 
penghasilan  diperoleh analisis data sebagai berikut: 
1. Tidak paham dengan aturan tersebut 
Mas Mail,  “Gaada pajak kalo disini”113 
Dari jawaban tersebut tampak bahwa interpreter tidak memahami 
adanya pajak penghasilan bagi UMKM sehingga ketika peniliti mengajukan 
pertanyaan mengenai pemahaman mengenai zakat perdagangan sebagai 
pengurang pajak penghasilan respon yang diberikan justru berbeda. 
                                                          
112 Sri Nurhayati et al, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 
286. 
113 Wawancara, Mas Mail , Pedagang Lapak, 23 Oktober 2019. 



































Interpreter menyatakan bahwa disini (di Pasar Ampel) tidak ada pajak 
sehingga informasi mengenai zakat perdagangan sebagai pengurang pajak 
penghasilan menurutnya tidak ada. 
2. Belum mengetehui mengenai adanya aturan tersebut 
Muhammad Sameer, “Saya belum pernah mengetahui informasi mengenai 
kebijakan zakat perdagangan sebagai pengurang pajak, saya sendiri juga 
belum memiliki NPWP”114 
 
Sakinah, “Saya belum pernah mengetahui informasi mengenai kebijakan 
zakat perdagangan sebagai pengurang pajak, karena urusan pajak yang 
ngurus ya orang tua saya, saya tidak pernah tahu”.115 
 
Fairuz, “Belum, saya belum mengetahui mengenai zakat perdagangan 
pengurang pajak. Toko ini milik kakak saya, dia sudah punya NPWP, soal 
pajak saya juga kurang tahu”.116 
 
Bapak Nuriyansyah, “Tidak pernah dengar saya mengenai zakat pengurang 
pajak itu, karena saya sendiri juga tidak memiliki NPWP”.117 
 
Bapak Didin, “Kalo untuk pajak itu yang ngurus kebetulan kakak saya, 
saya sendiri ya ikut bantu jual aja disini”118 
 
Bu Maryam, “Belum tahu saya, urusan pajak juga yang ngurus suami”119 
 
Dari jawaban keenam interpreter tersebut menunjukkan bahwa 
mereka memang belum mengetahui mengenai adanya aturan zakat 
perdagangan sebagai pengurang pajak penghasilan. Penyebab ketidak 
tahuan mereka mengenai kebijakan tersebut disebabkan karena persoalan 
pajak diserahkan kepada orang lain baik suami, orang tua atau kakak. 
                                                          
114 Wawancara, Muhammad Sameer, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
115 Wawancara, Sakinah, Pedagang Toko, 3 Desember 2019. 
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Selain itu penyebab lain yang memicu ketidak tahuan interpreter 
disebabkan karena mereka tidak memiliki NPWP. 
3. Meragukan adanya aturan tersebut 
Bapak Abdullah, “Ada NPWP, mengenai zakat pengurang pajak, ya tidak 
boleh masa zakat dikurangi. Tapi informasi mengenai kebijakan itu saya 
tidak pernah tahu”.120 \ 
 
Bu Zaimun, “Saya belum tahu mengenai informasi zakat pengurang pajak, 
toko ini juga baru berjalan satu tahun jadi saya belum memiliki NPWP 
namun menurut saya kalau zakat ya sendiri, pajak ya sendiri, tidak bisa 
dikurang-kurangkan, memang bisa ta  Mbak zakat jadi pengurang 
pajak?”.121 
 
Jawaban dari kedua interpreter tersebut menunjukkan bahwa 
keduanya sebenarnya tidak mengetahui adanya aturan zakat perdagangan 
sebagai pengurang pajak penghasilan namun respon yang diberikan 
menampakkan bahwa keduanya heran serta meragukan mengenai aturan 
tersebut, karena menurut keduanya “pajak ya pajak, zakat ya zakat, baik 
zakat maupun pajak tidak dapat dikurangkan”. 
4. Paham dengan aturan tersebut namun berasumsi bahwa aturan tersebut 
merupakan cara pemerintah mempermainkan masyarakat 
Pak Ali, “Iya saya tau soal zakat pengurang pajak, ini akal-akal pemerintah 
saja sebenarnya mbak.., seumpama pajak 10 juta, setelah bayar zakat bisa 
berkurang gitu kan?, sehingga orang itu berfikir bayar zakat melalui amil 
lebih enak karena bisa mengurangi beban bayar pajak, padahal amil ini 
sebenarnya juga atas nama pemerintah, nanti uangnya masuk 
dikeungannnya mereka, seperti berita yang dana haji itu setelah tau 
dananya besar pemerintah mau pakai duitnya buat insfrastruktur atau 
apalah, sekalipun lembaga zakat dikelola swasta juga kan dananya 
dilaporkan ke pemerintah, sama saja mbak.., untuk respon saya mengenai 
zakat pengurang pajak ini ya saya lebih memilih zakat saya bagikan sendiri 
dan pajak saya bayarkan karena kalau ngga bayar pajak kan dikejar-kejar, 
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ditagih terus biar bayar, pajak sekarang ini kena 0.5%, sebelumnya itu 
1%”.122 
Dalam pernyataan yang disampaikan interpreter tersebut tampak 
bahwa apa yang disampaikan interpreter merupakan bentuk tindakan 
komunikatif yang dipengaruhi dengan unsur emosional dan didasari dengan 
pengetahuan sehingga sampai pada idealisme. Interpreter tersebut 
beranggapan bahwa kebijakan mengenai zakat perdagangan sebagai 
pengurang pajak penghasilan ini merupakan cara pemerintah 
mempermainkan masyarakat melalui zakat dan pajak.  
Dari jawaban interpreter yang telah disebutkan di atas dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman interpreter mengenai zakat perdagangan 
sebagai pengurang pajak penghasilan masih sangat kurang. Dari data yang 
didapat peneliti 90% interpreter tingkat kemampuan pemahamannya masih 
sangat kurang dalam memaknai kebijakan tersebut karena para interpreter 
belum mencapai dalam taraf mengetahui dan memahami. Faktor pemicu 
yang memengaruhi ketidak tahuan masyarakat ini adalah dari pihak 
Direktorat Jenderal Pajak khususnya dari KPP Pratama Surabaya 
Simokerto yakni salah satu fiskusnya menyampaikan bahwa kegiatan 
sosialisasi mengenai pajak dilakukan secara umum tidak dikhususkan untuk 
pedagang Pasar Ampel saja. Lokasi sosialisasinya dilaksanakan di 
Kelurahan, yakni Kelurahan Semampir. Sosialisasi yang disampaikan tidak 
membahas mengenai zakat perdagangan sebagai pengurang pajak 
penghasilan namun lebih menjelaskan menganai hak dan kewajiban sebagai 
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wajib pajak. Untuk mengatasi hal ini, pegawai pajak (fiskus) diharap dapat 
lebih proaktif mendekatkan diri dengan melakukan sosialisasi yang lebih 
intens kepada pedagang khususnya Pasar Ampel Surabaya agar mereka 
memahami mengenai adanya kebijakan bahwa zakat perdagangan dapat 
dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jika pembayarannya 
dilakukan melalui lembaga pengelola zakat resmi.  
 






































1. Interpretasi pedagang tentang zakat perdagangan melalui lembaga 
pengelola zakat masih kurang ditunjukkan dari hasil analisis terdapat 4 
tingkatan kategori interpreter, yakni: a. Tidak tahu tentang keberadaan 
lembaga pengelola zakat dan pemahaman zakat perdadagangan kurang; b. 
Memutuskan untuk menunaikan zakat perdagangan secara pribadi dan 
pemahaman zakat perdagangan masih kurang; c. Paham mengenai adanya 
lembaga pengelola zakat namun tetap memilih menunaikan zakat 
perdagangan secara langsung/pribadi, dan sudah paham dengan zakat 
perdagangan; d. Paham mengenai adanya lembaga pengelola zakat namun 
kepercayaan terhadap lembaga tersebut masih lemah. Lemahnya 
kepercayaan interpreter terhadap lembaga ini disebabkan karena belum 
terbentuknya lembaga pengelola zakat di Masjid Ampel Surabaya serta dari 
pihak BAZNAS belum pernah melakukan sosialisasi mengenai zakat 
perdagangan di wilayah Pasar Ampel Surabaya. 
2. Interpretasi pedagang tentang zakat perdagangan sebagai pengurang pajak 
penghasilan dari hasil analisis peneliti ada 4 tingkatan kategori interpreter 
yakni: a. Tidak paham dengan aturan tersebut; b. Belum mengetehui 
mengenai adanya aturan tersebut; c. Meragukan adanya aturan tersebut; d. 
Paham dengan aturan tersebut namun berasumsi bahwa aturan tersebut 



































merupakan cara pemerintah mempermainkan masyarakat. Keterbatasan 
pengetahuan interpreter tersebut disebabkan karena tidak adanya sosialisasi 
dari pihak Direktorat Jenderal Pajak mengenai aturan zakat perdagangan 
sebagai pengurang pajak penghasilan.  
 
B. Saran 
1. Sosialisasi mengenai zakat perdagangan perlu dimaksimalkan dan 
digencarkan oleh lembaga pengelola zakat secara komprehensif yang 
berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan, tata cara perhitungan zakat serta 
urgensi lembaga pengelelola zakat yang harus terus dilakukan agar potensi 
zakat dapat terealisasikan secara maksimal. Selain itu, perlu dibentuknya 
LAZ di Masjid Ampel. 
2. Direktorat Jenderal Pajak perlu ikut serta dalam mensosialisasikan 
mengenai aturan zakat pengurang pajak agar perolehan pajak dapat 
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